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PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG

PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS, KLASIFIKASI ARSIP, JADWAL RETENSI
ARSIP, SERTA SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

Menimbang

Mengingat

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 huruf a,
Pasal 32, Pasal 51, dan Pasal 53 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang
Pengelolaan Arsip Dinamis, Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi
Arsip, serta Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip

Dinamis di Lingkungan Kementerian Sosial;

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
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Menetapkan

Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5071);

4  Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5286);

5  Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang
Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 270);

6  Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 140);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENGELOLAAN
ARSIP DINAMIS, KLASIFIKASI ARSIP, JADWAL RETENSI
ARSIP, SERTA SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES
ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL.

Pasal 1
Pengelolaan Arsip Dinamis, Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi
Arsip, serta Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip
Dinamis di lingkungan Kementerian Sosial digunakan sebagai
acuan atau pedoman dalam mengelola arsip di lingkungan

Kementerian Sosial.

Pasal 2
Pengelolaan Arsip Dinamis, Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi
Arsip, serta Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip
Dinamis di lingkungan Kementerian Sosial sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri

ini.
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Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Sistem Klasifikasi Keamanan dan
Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Sosial
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
427);

b. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Tata Kearsipan Dinamis di
Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 668); dan

c. Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Kementerian Sosial
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1262),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar  setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Juni 2022

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG PENGELOLAAN ARSIP
DINAMIS, KLASIFIKASI ARSIP, JADWAL
RETENSI ARSIP, SERTA SISTEM
KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES
ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN SOSIAL

BAB1
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial salah satu tugas
Kementerian Sosial melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan
pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur
organisasi di lingkungan Kementerian Sosial antara lain melalui
pengelolaan arsip.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan mengatur agar
setiap Lembaga Negara wajib menunjukkan tanggung jawab dalam
pengelolaan arsip demi menjamin ketersediaan arsip yang autentik, utuh
dan terpercaya serta mampu mengidentifikasikan keberadaan arsip.
Pengelolaan arsip yang andal akan memudahkan penemuan kembali dan
penyajian informasi dari arsip secara cepat dan akurat. Arsip yang
dikelola dengan baik akan memastikan bahwa arsip yang tersimpan
merupakan arsip yang benar dan tepat serta akan mengurangi
penumpukan arsip yang tidak diperlukan lagi. Dalam rangka mewujudkan
pengelolaan kearsipan yang komprehensif dan terpadu di Kementerian
Sosial diperlukan pedoman untuk mengatur Pengelolaan Arsip Dinamis
yang andal dan sistematis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

www.peraturan.go.id
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undangan sehingga tujuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang
akan terwujud.

Penanganan masalah kearsipan melalui Pengelolaan Arsip Dinamis di
lingkungan Kementerian Sosial, merupakan langkah awal (prakondisi)
untuk pemanfaatan peralatan modern yang mengacu pada teknologi
digital di bidang pengelolaan data dan penyajian informasi.

Perlu disadari pula bahwa pemanfaatan komputer teknologi digital di
bidang kearsipan tidak secara otomatis memecahkan masalah di bidang
kearsipan itu sendiri, selama penataan arsip dan/atau berkas dalam
bentuk kertas belum dapat dilaksanakan dengan baik. Agar pemanfaatan
sarana elektronik dapat dipergunakan secara optimal, perlu didukung
dengan penataan arsip dan/atau berkas sehingga dapat terorganisasi dan
tersedia secara baik, yang pada gilirannya akan mempermudah rekaman
dan penyimpanan dalam bentuk teknologi informasi dan komunikasi.

B. Definisi
. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.

2. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk
dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan
komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara,
pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi
politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam
pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

3. Penyelenggaraan Kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi
kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu
sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia,
prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya.

4. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam
kegiatan penciptaan arsip dan disimpan selama jangka waktu
tertentu.

5. Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi
dan/atau terus menerus.

6. Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah
menurun.

7. Arsip Vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan
dasar bagi kelangsungan operasional Pencipta Arsip, tidak dapat
diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.

www.peraturan.go.id
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Arsip Statis adalah Arsip yang dihasilkan oleh Pencipta Arsip karena
memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan
berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara
langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik
Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.

Arsip Terjaga adalah arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan
dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga
keutuhan, keamanan, dan keselamatannya.

Arsip Umum adalah arsip yang tidak termasuk dalam kategori Arsip
Terjaga.

Berkas adalah himpunan Arsip yang disatukan karena memiliki
keterkaitan dalam suatu konteks pelaksanaan kegiatan dan memiliki
kesamaan jenis kegiatan /peristiwa dan/atau kesamaan masalah.

Isi Berkas adalah satu atau beberapa item Arsip yang merupakan
informasi dari berkas kegiatan/peristiwa, yang mencerminkan
penyelesaian program/kegiatan.

Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang
kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau
pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas,
dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan.

Akses Arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan
hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk
mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.

Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan
otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di
bidang pengelolaan Arsip Dinamis.

Unit Pengolah adalah satuan kerja pada Pencipta Arsip yang
mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang
berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.

Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada Pencipta Arsip yang
mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam Penyelenggaraan
Kearsipan.

Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar
yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau
retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang
penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau
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dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan
dan penyelamatan arsip.

19. Alih Media adalah kegiatan pengalihan media Arsip dari satu media
ke media lainnya dalam rangka memudahkan Akses Arsip.

20. Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan
cara pemindahan Arsip Inaktif dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan,
pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan
Arsip Statis kepada lembaga kearsipan.

21. Pengelolaan Arsip Dinamis adalah proses pengendalian Arsip
Dinamis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi penciptaan,
penggunaan dan pemeliharaan, serta Penyusutan Arsip.

22. Pengelolaan Arsip Terjaga adalah kegiatan identifikasi, pemberkasan,
pelaporan dan penyerahan Arsip Terjaga yang dilaksanakan oleh
Pencipta Arsip.

23. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dan
hasil pelaksanaan fungsi instansi menjadi beberapa kategori unit
informasi kearsipan.

24. Indeks adalah tanda pengenal arsip yang berfungsi sebagai alat
bantu menyimpan/menata dan menemukan kembali arsip.

25. Seri adalah berkas arsip yang disusun berdasarkan kesamaan jenis.

26. Folder adalah wadah untuk menyimpan naskah-naskah transaksi.

27. Guide/Sekat adalah pembatas/penyekat antara kelompok berkas
yang satu dengan berkas yang lain atau penunjuk antara kode yang
satu dengan yang lain sesuai dengan pembagian.

28. Filing Cabinet adalah sarana untuk menyimpan Arsip Aktif yang
sudah ditata.

29. Label adalah kertas yang ditempelkan di tab Guide atau Folder.

30. Out Indicator adalah alat yang digunakan untuk menandai keluarmmya
Arsip dari laci atau Filing Cabinet.

31. Arsip Terbatas adalah arsip yang memiliki informasi apabila
diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan
terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.

32. Arsip Rahasia adalah arsip yang memiliki informasi apabila diketahui
oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya
fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau
ketertiban umum.

www.peraturan.go.id
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33. Penggunaan Arsip adalah kegiatan pemanfaatan/penyediaan arsip
bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak.

34. Pengguna Internal adalah orang yang menggunakan arsip yang
berasal dari lingkungan Kementerian Sosial.

35. Pengguna Eksternal adalah orang yang menggunakan arsip yang
berasal dari luar Kementerian Sosial.

Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan diperlukannya Peraturan Menteri Sosial tentang

Pengelolaan Arsip Dinamis, Klasifikasi Arsip, JRA, serta Sistem Klasifikasi

Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Sosial

adalah:

1. memudahkan dalam pengelolaan Arsip Aktif dan Arsip Inaktif;

2. memudahkan penemuan kembali Arsip Aktif dan inaktif dengan
cepat dan tepat;

3. sebagai pedoman kepada unit kerja agar dapat mengamankan dan
mematuhi kewenangan akses terhadap klasifikasi informasi Arsip
yang telah ditetapkan;

4. melindungi Arsip dari pengaksesan yang tidak sesuai aturan
sehingga dapat dicegah terjadinya penyalahgunaan Arsip oleh pihak
yang tidak berhak untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah;

5. melindungi fisik dan informasi Arsip dari kerusakan dan kehilangan
sehingga ketersediaan, keterbacaan, keutuhan, otentisitas, dan
reliabilitas Arsip dapat tetap terjaga; dan

6. menyediakan layanan informasi Arsip Dinamis kepada publik dengan
prinsip cepat, tepat, murah, dan aman.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup materi Peraturan Menteri Sosial ini meliputi:
Pengelolaan Arsip Dinamis;

Klasifikasi Arsip;

JRA;

Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis; dan
Arsip Terjaga;

i o

Asas Kearsipan

www.peraturan.go.id
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Pengelolaan Arsip Dinamis di lingkungan Kementerian Sosial
menggunakan asas kombinasi antara sentralisasi dan desentralisasi.

Asas sentralisasi meliputi pembinaan pelaksanaan, standarisasi
peralatan, dan pembakuan sistem. Sedangkan asas desentralisasi
meliputi pengurusan surat, penyimpanan dan pemeliharaan Arsip
Dinamis, serta Penyusutan Arsip.

F. Organisasi Kearsipan
Organisasi kearsipan dalam kegiatan kearsipan di lingkungan
Kementerian Sosial meliputi:
1.  Unit Kearsipan; dan
2. Unit Pengolah.

1.1. Unit Kearsipan
Unit Kearsipan Kementerian Sosial terdiri dari:
a. Unit Kearsipan tingkat Kementerian Sosial;
b. Unit Kearsipan tingkat eselon I;
c. Unit Kearsipan Unit Pelaksana Teknis (UPT) setingkat eselon II;
dan
d. Unit Kearsipan Unit Pelaksana Teknis (UPT) setingkat eselon IIL

Kedudukan dan lingkup Unit Kearsipan di Kementerian Sosial

sebagai berikut:

a. tingkat Kementerian Sosial, unit kearsipan berada dan ditangani
oleh Biro Umum untuk selanjutnya disebut Unit Kearsipan [;

b. tingkat eselon 1, unit kearsipan berada dan ditangani oleh
Bagian Rumah Tangga dan Tata Usaha Pimpinan dan Subbagian
Umum untuk selanjutnya disebut Unit Kearsipan II;

c. unit UPT setingkat eselon II, unit kearsipan berada dan
ditangani oleh Bagian Tata Usaha, yang untuk selanjutnya
disebut Unit Kearsipan III; dan

d. unit Pelaksana Teknis (UPT) setingkat eselon Il berada dan
ditangani oleh Sub Bagian Tata Usaha, yang selanjutnya disebut
Unit Kearsipan IV.

www.peraturan.go.id
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Unit Kearsipan mempunyai tugas sebagai berikut:

a, menerima surat dari kantor pos, caraka, petugas khusus, dan
pengolah;

b. memilah mengelompokkan surat sesuai dengan jenisnya (dinas

dan pribadi) serta alamat surat;

membuka surat dinas (kecuali surat yang bersifat rahasia);

mencatat surat dinas;

mendistribusikan surat sesuai dengan alamat atau hal;

mengirim surat keluar;

menyimpan dan mengolah Arsip Inaktif dari Unit Pengolah

m =0 a0

dengan cara:

1) menerima berkas Arsip Inaktif dari tiap-tiap Unit Pengolah;

2} memilih atau mengelompokkan Berkas Arsip Inaktif dari
Unit Pengolah;

3) mendiskripsikan Arsip Inaktif;

4) menyampul Berkas Arsip Inaktif;

5) menata kartu diskripsi;

6) menata/menyusun Berkas Arsip Inaktif dalam boks; dan

7) membuat abstraksi, Indeks/kartu/daftar Indeks;

h. pengelolaan Arsip dan penyajian Arsip menjadi informasi dalam
sistem informasi kearsipan nasional;

i. koordinasi pembuatan daftar, pemberkasan, dan pelaporan,
serta penyerahan Arsip Terjaga;

j- menemukan dan menyajikan Arsip;

k. melakukan pemusnahan Arsip dengan cara:

1) menilai Arsip berpedoman pada JRA;
2) membuat daftar pencarian Arsip; dan
3) membuat berita acara pemusnahan.

l.  menyerahkan Arsip Statis kepada lembaga kearsipan dengan
cara membuat berita acara penyerahan Arsip Statis berdasarkan
JRA; dan

m. melaksanakan pembinaan dan koordinasi teknis pelaksanaan
kearsipan di Unit Kearsipan dan unit kerja (Arsip Aktif) di
lingkungan masing-masing.

. Unit Pengolah
1.2.1. Unit Pengolah Kementerian Sosial terdiri dari:

www.peraturan.go.id
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1.2.2.

-12-

a. Unit Pengolah tingkat kementerian;
b. Unit Pengolah tingkat eselon II;
c. Unit Pengolah tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT)
setingkat eselon II; dan
d. Unit Pengolah tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT)
setingkat eselon IIl.
Kedudukan dan lingkup Unit Pengolah di Kementerian Sosial
sebagai berikut:
a. Unit Pengolah tingkat Kementerian berada di Sekretariat
Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Direktorat Jenderal.
b. Unit Pengolah tingkat eselon II terdiri dari:
1) Sekretariat Jenderal berada pada Biro dan Pusat;
2) Inspektorat Jenderal berada pada Sekretariat dan
Inspektorat Bidang; dan
3) Direktorat Jenderal berada pada Sekretariat dan
Direktorat.
c. Tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT)
1) UPT eselon II berada pada Bidang Tata Usaha;
2) UPT eselon Il berada pada Sub Bagian Tata Usaha.

Tugas Unit Pengolah meliputi:

a. melaksanakan pengelolaan arsip aktif yang meliputi
penciptaan, penggunaan, pemeliharaan dan penyusutan
di lingkungannya dan menjaga autentisitas arsip yang
diciptakan;

b. mengolah arsip aktif dan menyajikan arsip aktif menjadi
informasi dan menjamin ketersediaan, pengolahan dan
penyajian arsip vital;

c. melaksanakan pengelolaan arsip aktif yang meliputi
penciptaan, penggunaan, pemeliharaan dan penyusutan
di lingkungannya dan menjaga autentisitas arsip yang
diciptakan;

d. mengirim surat keluar dengan memberitahukan pada
Unit Kearsipan:

e. menyimpan Berkas Arsip Aktif sesuai dengan tipe dan
kegunaannya;

f. menyediakan dan menyajikan Arsip;

www.peraturan.go.id
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g. melakukan penataan Arsip dengan cara:
1) menata fisik Arsip;
2) membuat daftar Arsip, yang terdiri dari:
a) daftar Berkas; dan
b) daftar Isi Berkas;
3) menilai; dan
4) menyimpan Arsip dalam Folder;

h. melakukan penyusutan dengan cara memusnahkan
nonarsip dan memindahkan Arsip Inaktif ke Unit
Kearsipan, dengan membuat daftar arsip yang dipindah
dan berita acara pemusnahan nonarsip/pemindahan.

G. Kebijakan Kearsipan

a. Kebijakan Pengelolaan Arsip Dinamis di lingkungan Kementerian
Sosial ditetapkan oleh Menteri Sosial.

b. Kewenangan pembinaan, koordinasi, dan pengendalian pelaksanaan
Pengelolaan Arsip Dinamis baik tingkat Pusat maupun UPT/Balai
dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal cq Kepala Biro Umum.

c. Penanggung jawab pembinaan teknis pelaksanaan Pengelolaan Arsip
Dinamis yaitu Kepala Biro Umum, para Sekretaris Unit eselon I,
Kepala Unit Pelayanan Teknis/Balai/Loka/Sentra Kreasi.

www.peraturan.go.id
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BABII
PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS

Pengelolaan Arsip terdiri atas Arsip Dinamis dan Arsip Statis. Pengelolaan

Arsip Dinamis meliputi:

1. Arsip Aktif, merupakan Arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi
dan/atau terus menerus.

2. Arsip Inaktif, merupakan Arsip yang frekuensi penggunaannya telah
menurun.

3. Arsip Vital, merupakan Arsip yang keberadaannva merupakan
persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional Pencipta Arsip, tidak
dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.

Tujuan dari pengelolaan Arsip Dinamis adalah untuk menjamin
ketersediaan Arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan
akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah.

Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis meliputi:
A. penciptaan Arsip:

B. penggunaan/layanan Arsip;

C. pemeliharaan Arsip; dan

D. penyusutan Arsip.

A. Penciptaan Arsip
Penciptaan Arsip meliputi kegiatan pembuatan dan penerimaan Arsip
mulai dari penerimaan surat, pencatatan surat hingga pendistribusian
surat. Penciptaan Arsip berdasarkan tata naskah dinas, Klasifikasi Arsip,
serta Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip.

Hal yang harus diperhatikan dalam pengurusan surat meliputi:

1. penerimaan surat melalui faksimile/email/secara langsung maupun
lewat pos dan pemeriksaan terhadap kebenaran surat tersebut,
seperti unit kerja yang dituju;

2. mencatat ke dalam buku agenda dan melampirkan formulir lembar
disposisi untuk tindak lanjut kepada pimpinan; dan
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3. mendistribusikan surat sesuai lembar disposisi dan meminta paraf
penerima surat dalam buku agenda kendali surat masuk sebagai
bukti.

B. Penggunaan/Layanan Arsip
Penggunaan Arsip diperuntukkan bagi kepentingan pemerintahan
dan masyarakat yang berkepentingan berdasarkan Klasifikasi Keamanan
dan Akses Arsip. Prosedur layanan Arsip Kementerian Sosial meliputi:
1. permintaan dari internal (melalui telepon maupun datang sendiri)
dan eksternal (bersurat maupun datang sendiri);
mengisi formulir atau buku registrasi peminjaman;
mengambil Arsip dari tempat penyvimpanannya;
memeriksa kondisi fisik dan jumlah arsip yang akan dipinjam;
menempatkan out Guide sebagai pengganti Arsip yang dipinjam di

g p LN

tempat penyimpanan Arsip apabila Arsip yang dipinjam satu Folder;

6. menempatkan out sheet sebagai pengganti Arsip yang dipinjam di
tempat penyimpanan Arsip apabila Arsip yang dipinjam satu lembar;

7. menyerahkan Arsip kepada peminjam disertai dengan pembubuhan
paraf pada formulir peminjaman atau buku peminjaman;

8. memeriksa kembali fisik dan jumlah Arsip sesuai formulir atau buku
peminjaman setelah Arsip dikembalikan peminjam. Apabila sesuai,
petugas Arsip meminta pembubuhan paraf pada formulir atau buku
peminjaman, jika tidak sesuai, petugas Arsip meminta peminjam
untuk melengkapi Arsip sesuai dengan formulir atau buku
peminjaman;

9. menempatkan kembali Arsip di tempat semula sesuai penempatan
out Guide atau out sheet (Out Indicator) dan mengambil kembali out
Guide atau out sheet; layanan peminjaman Arsip harus
memperhatikan keterbukaan dan ketertutupan Arsip didasarkan
Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis sesuai dengan
peraturan yang berlaku di lingkungan Kementerian Sosial; dan

10. batas waktu peminjaman paling lama 6 (enam) hari kerja. Jika batas
waktu peminjaman telah terlampaui, peminjam ditegur melalui
formulir teguran.

C. Pemeliharaan Arsip
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Dilakukan untuk menjaga keautentikan, keutuhan, keamanan, dan
keselamatan arsip, meliputi pemeliharaan Arsip Aktif, Arsip Inaktif, dan
Arsip Vital baik yang termasuk dalam kategori Arsip Terjaga maupun Arsip

Umum.

1. Pengelolaan Arsip Dinamis pada Arsip Aktif
Pengelolaan Arsip Dinamis pada Arsip Aktif merupakan proses
pengelolaan Arsip Dinamis yang frekuensi penggunaannya tinggi
dan/atau terus-menerus. Pengelolaan Arsip Dinamis pada Arsip Aktif
meliputi:
a. Pemberkasan Arsip Aktif
Pemberkasan dilakukan berdasarkan sistem subjek, dimana Arsip
ditata  berdasarkan kelompok masalah (subjek) dengan
menggunakan klasifikasi Arsip Kementerian Sosial sebagai panduan
pengelompokannya. Tahapan Pemberkasan Arsip Aktif, meliputi:
1) Pemeriksaan
Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan bahwa setiap Arsip
yang akan diberkaskan autentik, utuh dan lengkap pada setiap
proses kegiatan dan sudah diregistrasi dan didistribusikan.
(Pernyataan selesai/file). Pemeriksaan juga dilakukan dalam
rangka mengidentifikasi dan/atau memverifikasi Arsip Vital di
Unit Pengolah.
2) Penentuan Indeks
Indeks (judul Berkas) ditentukan dengan cara menentukan kata
tangkap (keyword) dari arsip yang akan diberkaskan yang dapat
mewakili isi informasi dari Berkas /Isi Berkas.
Indeks dapat berupa nama orang, lembaga/organisasi,
tempat/wilayah, masalah dan kurun waktu. Penulisan Indeks
diikuti setelah penulisan kode Klasifikasi Arsip pada Folder.

Contoh penulisan Indeks dan kode klasifikasi alfa numeric
serta pelabelan adalah sebagai berikut:

Kodenya :

Primer : KP (Kepegawaian)

Sekunder : 12 (Cuti Pegawai)

Tersier : 04 (Cuti Karena Alasan Penting)
Indeksnya : KP.12.04 (Cuti naik haji tahun 2021)
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Gambar 1. Contoh Indeks Berkas Arsip

3) Penentuan Kode
Penentuan kode pemberkasan dilakukan sesuai dengan fungsi,
kegiatan, dan transaksi yang dilaksanakan oleh unit kerja
sesuai dengan kode klasifikasi.
4) Tunjuk Silang (apabila ada)
Tunjuk silang, digunakan apabila:
a) Arsip memiliki informasi lebih dari satu pelaksanaan fungsi.
b) Arsip memiliki keterkaitan informasi dengan Berkas lainnya
yang berbeda media seperti: peta, compact disc (cd), foto,
film, dan media lain; dan terjadi perubahan nama orang
atau pegawai atau lembaga.
Tabel 1
Formulir Tunjuk Silang
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; _ Kop Surat
Indeks: Kode: KS.03 tanggal | - 14 Agustus 2020
Kunjungan Dinas No : 145/1.5/K8.03/8/2020
Lihnt: folder KS,03
Indeks: Kode: KS.00,00 tanggal | : 14 Agustus 2020
Konsums: Rapat |Penggunaan ruang| No. TIAS/ LS /KS.00.00/8/2020
ragat, gedung
pertemuan I .

empat, tanggal, bulan, whun

Jabatan

Tanda tangan pejabat yang mengesahkan

Nama

5) Pelabelan
Pelabelan dilakukan dengan menuliskan tanda pengenal dari
Berkas menggunakan kertas Label yang dilekatkan pada tab
Folder.

6)

a) Arsip yang disimpan pada Pocket File, Label dicantumkan
pada bagian depan Pocket File.

b) Arsip peta/rancang bangun.

c) Arsip yang menggunakan media magnetic label dicantumkan
pada:

c.1) Untuk Arsip foto, negative foto ditempelkan pada bagian
luar dan lapisan transparan (seperti negative foto) dan
pada wadahnya; dan

c.2) Untuk slide ditempelkan pada frame;

c.3) Video dan film ditempelkan pada bagian luar dan

lapisan
transparan (seperti negative foto) dan pada wadahnya;
dan

c.4) Untuk kaset/cd ditempelkan pada kaset/cd_nya dan
wadahnya.

Daftar Arsip Aktif

Kewajiban Unit Pengolah wajib menyampaikan daftar Arsip
Aktif berupa daftar Berkas dan daftar isi Berkas kepada Unit
Kearsipan paling lama 6 (enam) bulan setelah pelaksanaan
kegiatan. Daftar Arsip Aktif meliputi daftar Berkas dan daftar isi
Berkas.

Tabel 1T
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Daftar Berkas
Unit Pengolah: ...
Kop Swat (1)
Uraian Klasifikasi
Nomor | Kede : - | Karun i . :
Berkas |Klasifikasi lnforasi | 0 Juwlah !f\c:::xlx\ar:‘g Keterangan
[2) (3) (1 (9) () (7 (8
Keterangan Petunjuk Pengisian:
Kolom diisi dengan kop lembaga;
(1),
Kolom diisi dengan nomor urut Berkas;

(2),
Kolom diisi dengan kode Klasifikasi Arsip;
(3)-

Kolom diisi dengan uraian informasi dari Berkas Arsip
(4), berdasarkan kegiatan dalam Klasifikasi Arsip;
Kolom diisi dengan masa/kurun waktu Arsip yang
(3), tercipta:
Kolom diisi dengan jumlah banyaknya Arsip dalam satuan
(6), yang sesuai dengan jenis Arsip;
Kolom diisi dengan klasifikasi keamanan dan Akses Arsip;
(7).
Kolom diisi dengan keterangan spesifik dari jenis Arsip,
(8), seperti tekstual, kartografi, audio visual, elektronik
dan digital.
Tabel 11T
Daftar Isi Berkas
Unit Pengolalt s

Kop Surut (1)

Nomar | Upaian Klusifikasi
Nomor fram Rode | mnlormnusi Tanggal | Jumlals Keamanos &) Ketsrangu
Bockns Arsip Klasnifiksnn. U Arp i 0 Aksen Arsip g

2 (@ (CT (o) (7) (8] ©

1

Keterangan Petunjuk Pengisian:
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Kolom diisi dengan kop lembaga;
(1),
Kolom diisi dengan nomor Berkas Arsip;

(2),

Kolom diisi dengan nomor item Arsip;

(3),

Kolom diisi dengan kode Klasifikasi Arsip;

(4),

Kolom diisi dengan uraian informasi Arsip dari setiap

(3), naskah dinas;

Kolom diisi dengan tanggal Arsip itu tercipta;

(6),

Kolom diisi dengan jumlah Arsip dalam satuan naskah

(7), dinas;

Kolom diisi dengan Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip;

(8),

Kolom diisi dengan keterangan spesifik dari jenis Arsip,

(9), seperti tekstual, kartografi, audio visual, elektronik
dan digital.

Beberapa Contoh Pemberkasan:
a.l. Pemberkasan Atas Dasar Alphabet/Abjad

/ SARMINI, ENDANG
Folder
S. \
SEKAT
4
MANSUR, MOH  —
Folder
G. \
SEKAT
I qusawan, At
Folder
G \
SEKAT
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a.2. Pemberkasan Atas Dasar Numeric / Angka

/ Nomor urut 51 dast

FOLDER
51-735
/ Nomor urut 27
FOLDER SEKAT dst
FOLDER
26 - 50 \
SEKAT / Nomor urut 2 dst
FOLDER
/ Nomor urat |
FOLDER
1-25 \
SEKAT

a.3. Cara Pemberkasan Atas Dasar Gabungan Antara Ketiga Sistem.

Budi Setiawan
195812031982042006

s\

Abidin, Yasin
19590623198611101

"Ndin. Yamin
19620812198604101

b. Penyimpanan Arsip Aktif
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Penyimpanan Berkas surat dengan mempergunakan peralatan-
peralatan yang terdiri dari Filing Cabinet, Guide/Sekat dan Folder.
Folder yang berisi Berkas dan telah di beri Indeks dan kode
klasifikasi ditata atau dimasukan dibelakang Guide/sekat dalam
laci Filing Cabinet sesuai dengan klasifikasi subyek dan rinciannya.
Penataan Berkas menggunakan sistem subyek/masalah dengan
menggunakan Klasifikasi Arsip Kementerian Sosial sebagai dasar
penataan.

Gambar 2. Arsip Yang Disimpan dalam Folder

c. Pemeliharaan Arsip Aktif

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memelihara Arsip Aktif:

1) dalam penciptaan dokumen penting (misalnya surat kontrak,
dan surat perjanjian) gunakan kertas yang baik, yaitu kadar zat
asamnya rendah;

2) kebersihan ruangan penyimpanan Arsip Aktif harus tetap terjaga
untuk memudahkan dalam membersihkan ruangan, jarak
antara Filing Cabinet yang satu dengan yang lainnya sekurang-
kurangnya 20 cm, jarak antara Filing Cabinet{rak dengan
dinding sekitar 10-20 cm untuk menghindari kerusakan Arsip
dari ngengat/serangga dan kelembaban;
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3) untuk membersihkan ruangan bila mungkin dengan vacuum
cleaner (penyedot debu) dengan bulu ayam atau pun sapu hanya
akan memindahkan debu dari tempat yang satu ke tempat
lainnya;

4) meja, lantai, Filing Cabinet/rak harus tetap bersih dari
tumpukan kertas dan alat perkantoran lainnya, dihindarkan
terjadi onggakan kertas atau bahan lainnya

5) menempatkan Arsip/dokumen dalam Folder diatur agar tidak
berlebihan, satu Folder maksimal 70 lembar, dan dijaga agar
Folder tidak menggelumbung;

6) untuk menghindari kerusakan kertas, klip yang berkarat diganti
dengan klip plastik;

7) Filing Cabinet hanya digunakan untuk menyimpan Arsip/Folder,
hindarkan menyimpan makanan di dalam Filing Cabinet;

8) sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali, memeriksa Filing
Cabinet/rak, dan sekitarnya untuk mengawasi apabila terdapat
serangga rayap dan sejenisnya jika terjadinya Arsip yang terkena
serangga rayap, Arsip yang bersangkutan disingkirkan dan
sarang rayap dibersihkan,;

9) apabila diketemukan Arsip yang basah karena berbagai sebab
(karena kelembaban, terkena tumpukan Arsip dan sebagainya),
Arsip cukup diangin-anginkan dan jarak dijemur di terik
matahari;

10) hindari menggunakan cellulose-tape untuk menambal, gunakan
lem kertas yang berkualitas; dan

11) apabila lemari besi terbakar dan tidak berpengaruh terhadap
isinya, jangan dibuka sebelum dingin, bila dibuka dalam
keadaan panas dapat meledak karena wudara masuk
kedalamnya.

. Sarana dan Prasarana Arsip Aktif

Sarana yang dipergunakan dalam pelaksanaan pengelolaan Arsip
aktif di Central File terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak
adalah sebagai berikut:
d.1. Perangkat Keras

d.1.1. Filing Cabinet
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Filing Cabinet yaitu sarana untuk menyimpan Arsip Aktif
yang sudah ditata berdasarkan system subjek.

Gambar 3. Filing Cabinet

d.1.2. Folder
Folder dipergunakan untuk menyimpan arsip/
dokumen menurut berkasnya.

KP.04.01
Panganghatan

Jablung
Arsiparis 2020

Gambar 4. Folder

Cara memasukkan arsip pada Folder:

a. arsip yang telah ditentukan kode maupun Indeks,
dimasukkan dalam Folder sesuai dengan title Indeks dan
kode yang ada pada tab Folder.

b. Menentukan jangka simpan (retensi) berdasarkan JRA
dan ditulis pada Folder sesuai dengan JRA.
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KP. 0401
Vrulsn
Jabing Arviperts
220

Berkas

fanip 7]

RETENS|
. AW - 1 tahue setelah S ditetap ban

5. Dipindabkam . Ko Neccrd Center tahun 2021

Gambar 5. Folder berisi Berkas /Arsip

d.1.3. Sekat/Guide
Sekat dipergunakan untuk memisahkan arsip primer,
arsip sekunder dan arsip tersier atau fungsi, kegiatan
dan transaksi.
Susunan sekat/ Guide sebagai berikut:

Fungsi —+Kegiatan I‘l':mm.hi /
KP.04.01
P @an
Pemborhontlan  Jobatao
KP.04 \
Pragiaghuten dad Fungsionsl
Pemberheatian Jabatan
KP.
Kepegawaian

Gambar 6. Sekat/ Guide

Cara menempatkan Folder pada susunan sekat:
Bagi Arsip yang belum dibuatkan sekat sebagai tanda
pemisahan antara masalah satu dengan masalah yang
lainnya, maka perlu dibuatkan sekat-sekatnya.
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Misalnya: Arsip tentang usulan pengangkatan jabatan

fungsional Arsiparis tahun 2020, dengan kode KP.04.01

maka penyusunan sekatnya sebagai berikut:

a. Sekat pertama/Guide untuk fungsi hal ini KP.
(Kepegawaian);

b. Sekat kedua/Guide untuk kegiatan dalam KP.04
(Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan); dan

c. Sekat ketiga/Guide untuk transaksi/ item dalam hal ini
KP.04.01 (Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan
Fungsional). Folder ditempatkan pada bagian belakang

sekat ketiga.
XP. 04.01
Unalsn
Jafaag Arsiparis
2020
| o
[ [feroa \ P s Jafuag
Pemberhenting Jabatan
P, \
Kepepawuian

Gambar 7, Sekat dan Folder

Bagi Arsip yang sudah memiliki sekat tidak perlu dibuatkan
sekat baru lagi dan langsung menempatkan Folder tersebut
dibagian belakang Folder yang sudah ada.

d.1.4 Label
Label adalah kertas yang ditempelkan di tab Guide
atau Folder. Label sebaiknya mempergunakan kertas
yvang berkualitas agar tidak mudah rusak, dan mudah

dibaca karena berwarna terang.

d.1.5. Out Indicator
Out indicator adalah alat yang digunakan untuk
menandai adanya keluarnya arsip dari laci atau Filing
Cabinet. Apabila yang sedang dipinjam semua Berkas
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(satu Folder) maka yang digunakan adalah out Guide,
sedangkan bila yang dipinjam hanya beberapa lembar
maka akan mempergunakan out sheet.

d.1.6. Buku Agenda
Merupakan buku yang digunakan untuk mencatat
surat masuk atau surat keluar secara urut nomor.
Terdiri dari beberapa kolom yang disesuaikan dengan
kebutuhan informasinya.

d.1.7. Formulir Peminjaman Arsip
Buku yang dipergunakan untuk meregistrasi

peminjaman arsip.

Format Formulir Peminjaman

Nama Masalah Tanggal kembali :
Kode : Indeks : Tanggal arsip :
Peminjaman Tanggal Peminjaman:
Tanda Tangan Unit kerja :
FORMULIR PEMINJAMAN

Cara pengisian formulir peminjaman :

Nama masalah : diisi sesuai dengan masalah yang
ada pada Arsip.

Tanggal kembali : diisi tanggal kapan Arsip harus
dikembalikan.,

Kode, Indeks, Tgl : diisi sesuai dengan yang ada pada

Arsip Arsip.

Peminjam : diisi nama peminjam Arsip

Tanggal peminjam : diisi sesuai dengan kapan Arsip
tersebut dipinjam.

Tanda tangan : diisi sesuai dengan tanda tangan
peminjam.

Unit kerja : diisi sesuai dengan wunit kerja
peminjam.
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Format Formulir Teguran

Tgl. Kembali :
Subjek/ Kode =
Tgl. Perpanjang :
| Titel/ Indeks Tgl Arsip ¢
Peminjaman Tgl Peminjaman :
Tanda tangan Unit Ketja :

. Mohon berkas/arsip yang dipinjam segera dikembalikan

Cara pengisian formulir teguran :
Subyek/kode, title/Indeks, dan : diisi sesuai dengan yang

tanggal arsip ada pada Arsip.

Tanggal kembali . diisi tanggal kapan Arsip
harus dikembalikan.

Tanggal perpanjangan : diisi sesuai dengan
sampal kapan  Arsip
tersebut diperpanjang.

Peminjam diisi nama peminjam Arsip

Tanggal peminjam

Tanda tangan

Unit kerja

d.2. Perangkat Lunak

diisi sesuai dengan kapan
Arsip tersebut dipinjam.
diisi sesuai dengan tanda
tangan peminjam.

diisi sesuai dengan unit

kerja peminjam.

d.2.1. Klasifikasi Arsip
Kegunaan Klasifikasi Arsip:

1. Klasifikasi Arsip digunakan untuk mengatur arsip
yang berupa arsip hasil koresponden, arsip khusus

{hasil

penyelidikan, penelitian, admistrasi

kepegawaian dan arsip hasil transaksi lainnya).

2. Untuk mengelompokkan Arsip yang wurusan/
masalahnya sama ke dalam satu Berkas.

3. Untuk mengatur penyimpanan Arsip secara logis
dan sistematis.
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d.2.2. Kode Arsip
Kegunaan kode Arsip:
1. Untuk membedakan fungsi yang satu dengan fungsi
lain dalam berbagai jenjang Klasifikasi Arsip.
2, Merupakan sarana untuk memberkaskan Arsip dan
menentukan letak penyimpanannya.

d.2.3. Indeks
Kegunaan Indeks Berkas/surat adalah untuk
membedakan antara Berkas/surat yang satu dengan

yang lainnya.

d.2.4. Tunjuk Silang
Tunjuk silang merupakan sarana untuk memudahkan
menemukan kembali Arsip yang tempat
penyimpanannya berlainan.
Fungsi tunjuk silang;

1. Sebagai petunjuk untuk mengetahui tempat
penyimpanan Arsip/dokumen satu dengan yang
lain, apabila dalam satu dokumen/Arsip terdapat
lebih dalam satu masalah sehingga tempat
penyimpannya masing-masing berbeda.

2. Sebagai petunjuk untuk mengetahui tempat
penyimpanan Berkas satu dengan yang lain,
apabila antara Berkas satu dengan yang lain
terdapat hubungandengan kaitannya sedangkan
tempat penyimpanannya masing-masing berbeda.

e. Penemuan Kembali Arsip Aktif
Tata cara penemuan Arsip:
1) menentukan title/Indeks Berkas sesuai dengan subjek (masalah)
yang diminta.
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2) menentukan kode klasifikasi melalui Indeks relatif jika Berkas
yang diminta ditata atas dasar sistem masalah (subjek-filing).

3) apabila yang diperlukan dokumen (Arsip/perlembarnya),
penemuan kembalinya dapat melalui Indeks Arsip, atau tanggal
Arsip, nomor (jika berupa keputusan), dan sebagainya.

4) untuk memudahkan mengenali Arsip yang dipinjam, dibuat
Folder pengganti (out indikator) yang warnanya berbeda dengan
Folder yang asli. Folder pengganti tersebut pada tabnya diberi
judul “keluar”, atau dipinjam. Pada Folder dibuat garis-garis
dalam kolom yang berisi nomor urut, kode/subjek, tanggal
peminjam, dan tanggal pengambilan

Format Out Indicator

ST

No Kode/ |Title/  Tgl Pe- Tgl. [No |Kode/ | Title/ | Tgl Pe- Tgl
Subjek [lndeks minjauan |Kembali | [Subjek |Indeks fminjunss | Kembali

5) Arsip yang tertinggal (jika yang disimpan sebagian) dimasukkan
kedalam Folder pengganti bersama lembar peminjaman.

6) jika arsip dalam Folder yang dipinjam, yang disimpan pada
Folder pengganti hanya lembar peminjaman.

7) Arsip yang dipinjam datanya dicatat pada kolom Folder
pengendalian /pengganti (Out Indicator

8) jika Arsip telah kembali Folder pengendalian (pengganti) dicabut
diganti dengan Folder lama. Catatan-catatan pada Folder
pengendalian (pengganti) dapat digunakan berulang-ulang.

2. Pengelolaan Arsip Dinamis pada Arsip Inaktif
Merupakan proses pengelolaan Arsip Dinamis yang frekuensi
penggunaannya telah menurun dilakukan oleh Unit Kearsipan melalui
kegiatan:
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a. Penataan Arsip Inaktif

Arsip Inaktif yang berasal dari unit-unit kerja/Unit Pengolah tetap

mempertahankan sistem pemberkasan di masa aktifnya. Arsip yang

berasal dari unit kerja tersebut ditempatkan pada rak, baik rak

statis dari kayu logam, ataupun dengan rak bergerak, secara

terpisah. Dihindarkan tindakan menyatukan Berkas dari unit kerja

yvang satu dengan unit kerja lainnya.

Arsip Inaktif memiliki 2 asas dalam penataannya, yaitu:

1) Asas asal usul (Perinciple Of Provenance)
Adalah asas yang dilakukan untuk menjaga arsip tetap terkelola
dalam satu kesatuan Pencipta Arsip (provenance), tidak
dicampur dengan Arsip yang berasal dari Pencipta Arsip lain,
sehingga Arsip dapat melekat pada konteks penciptaannya.

2) Asas aturan asli (Perinciple Of Original Orderj
Adalah asas yang dilakukan untuk menjaga arsip tetap ditata
sesuai dengan pengaturan aslinya (original ordery atau sesuai
dengan pengaturan ketika arsip masih digunakan untuk
pelaksanaan kegiatan Pencipta Arsip.

Prosedur penataan Arsip Inaktif meliputi:

1) Pengaturan Fisik Arsip
Kegiatan pengaturan fisik Arsip Inaktif pada Unit Kearsipan
diawali kegiatan pemeriksaan dan verifikasi Arsip yang
dipindahkan untuk memastikan kelengkapan arsip, kesesuaian
fisik Arsip dengan daftar Arsip serta penyusunan daftar Arsip
Inaktif. Pengaturan fisik arsip dilakukan dengan penataan Arsip
dalam boks, penomoran boks dan pelabelan, serta pengaturan
penempatan boks pada tempat penyimpanan.

2) Pengolahan Informasi Arsip
Pengolahan informasi Arsip dilakukan untuk menyediakan
bahan layanan informasi publik dan kepentingan internal
lembaga, dengan cara mengidentifikasi dan menghubungkan
keterkaitan Arsip dalam satu keutuhan informasi berdasarkan
Arsip yang dikelola di Unit Kearsipan. Pengolahan informasi
Arsip menghasilkan daftar informasi tematik yang paling sedikit
memuat judul, Pencipta Arsip, uraian hasil pengolahan dan
kurun waktu.

3) Penyusunan Daftar Arsip Inaktif
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Daftar Arsip Inaktif digunakan sebagai sarana penemuan
kembali arsip, dan sarana pengendalian Arsip Inaktif. Prosedur

penyusunan daftar Arsip Inaktif pada Unit Kearsipan meliputi:

b)

c)

d)

Unit Kearsipan membuat daftar Arsip Inaktif berdasarkan
daftar Arsip yang dipindahkan dari Unit Pengolah.
Unit kearsipan mengolah daftar Arsip Inaktif dengan
menambahkan informasi nomor definitif Folder dan boks
yang diurutkan sesuai dengan database daftar Arsip Inaktif
masing-masing provenance Pencipta Arsip.
Pembaharuan Daftar Arsip Inaktif dilakukan setiap terjadi
pemindahan, pemusnahan, dan penyerahan Arsip paling
sedikit satu tahun sekali.
Penyusunan daftar Arsip Inaktif memuat informasi tentang
Pencipta Arsip, Unit Pengolah, nomor Arsip, kode klasifikasi,
uraian informasi arsip/Berkas, kurun waktu, jumlah, tingkat
perkembangan, keterangan (media Arsip, kondisi, dan lain
lain), nomor definitif Folder dan boks, lokasi simpan
(ruangan dan nomor rak), jangka simpan dan nasib akhir,
dan kategori Arsip.
Tabel VII
Daftar Arsip Inaktif

MRAPTAR ARSIP INAKTIE

Lzal, Gegagal, bulas, talaa
Jabaton

Tanda rangan pejebat yang mengesahian
s

Petunjuk Pengisian :

Kolom (1)

: diisi dengan kop lembaga;

Kolom (2) : diisi dengan nomor urut Berkas/arsip;
Kolom (3) : diisi dengan kode Klasifikasi Arsip;
Kolom (4) : diisi dengan uraian jenis/series Arsip;
Kolom (5) : diisi dengan kurun waktu;
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Kolom (6) : diisi dengan tingkat perkembangan Arsip;
Kolom (7) : diisi dengan jumlah Arsip;
Kolom (8) : diisi dengan media Arsip, kondisi, dll;
Kolom (9) : diisi dengan nomor definitif Folder dan boks;

Kolom (10) : diisi dengan lokasi simpan yang mencakup
ruangan dan nomor boks;

Kolom (11) : diisi dengan jangka Simpan dan Nasib Akhir;

Kolom {12) : diisi dengan kategori arsip, merupakan Arsip Vital,
Arsip Terjaga, dan keterangan klasifikasi dan
keamanan akses (rahasia, sangat rahasia,

terbatas).

Penyimpanan Arsip Inaktif

Penyimpanan Arsip Inaktif dilakukan berdasarkan daftar Arsip
Inaktif. Penyimpanan Arsip Inaktif dilaksanakan dengan melakukan
penataan boks Arsip pada rak secara berurut berdasarkan nomor
boks dan disusun berderet ke samping (vertikal) yang dimulai dari
rak paling atas dan diatur dari posisi kiri menuju ke kanan.
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Gambar 8. Penataan Boks pada Rak dan Penyimpanan Arsip
Audiovisual di Record Center Kementerian Sosial

Alur Penataan dan Penyimpanan Arsip Inaktif di Unit Kearsipan

adalah sebagai berikut:
Tabel VIII
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Alur Proses Penataan dan Penyimpanan Arsip Inaktif di Unit

Kearsipan
NO MUTU BAKU
TAHAP KEGIATAN
Kelengkapan Output
1. | Memberikan 1. Arsip inaktif | Arsip Inaktif
persetujuan 2. Daftar Arsip dipindahkan
pemindahan Arsip pindah tanggung jawab
Inaktif 3. Berita acara pengelolaannya
yang dilengkapi pemindahan | kepada
dengan daftar Arsip Arsip Unit Kearsipan
pindah dan berita dengan
acara pemindahan disertai daftar
Arsip. Arsip dan berita
acara pemindahan
2. | Menerima 1. Daftar Arsip | Arsip Inaktif yang
pemindahan Arsip pindah sesuai
dari sentral Arsip|2. Berita acara |dengan daftar
Aktif Unit Pengolah ke pemindahan | Arsip
sentral Arsip Inaktif, Arsip pindah dan Berita
Unit Kearsipan: 3. Arsip acara
a. menyiapkan ruang |4. Boks pemindahan Arsip
simpan, dan 5. Folder
peralatan penataan | 6. Label Boks
Arsip yaitu boks, 7. Jadwal
Label boks, Folder, Retensi Arsip
rak Arsip.
b. memeriksa dan
memverifikasi
kesesuaian Arsip
yang dipindahkan
dengan Daftar
Arsip Pindah yang
dilengkapi dengan
Berita Acara
Pemindahan Arsip.
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MUTU BAKU
TAHAP KEGIATAN
Kelengkapan Output

Pengaturan fisik 1. Arsip Arsip Aktif tertata
Arsip, yaitu 2. Boks kedalam
dilakukan melalui 3. Label boks yang telah
kegiatan: 4. Rak Arsip diberikan
a. melakukan 5. Daftar Arsip | Label boks

penataan Berkas pindah

dalam boks.

b. Berkas Arsip yang
ditata ke dalam
boks tetap
mempertahankan
pengaturan aslinya
sesuai kondisi
pengaturan Arsip
Aktif di Unit
Pengolah.

c. memeriksa
kelengkapan fisik
dan informasi Arsip
serta kesesuaian
dengan daftar
Arsip.

d. membuat
penomoran boks
Arsip berdasarkan
nomor urut pada
database Arsip
Inaktif di unit
kearsipan

e. membuat Label
boks sesuai
sebagai identitas
boks Arsip yang
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TAHAP KEGIATAN

MUTU BAKU

Kelengkapan

Output

memuat
penomoran boks,
rentang nomor
Berkas dalam boks,
kode Unit
Pengolah, serta
tahun Arsip.

Penataan dan
Penyimpanan
Inaktif:

a.membuat skema

Arsip

pengaturan lokasi
simpan (kavling)
untuk
pengelompokan
penyimpanan sesuai
provenance Unit
Pengolah setingkat
eselon |

b.menempatkan boks
Arsip pada rak Arsip
sesuai lokasi
simpan

c.menata boks Arsip
dirak secara urut
berdasarkan nomor
boks dan disusun
secara vertikal
lateral (vertikal
berderet kesampingj
yang dimulai selalu
dari posisi kiri
paling atas menuju

kekanan.

. Skema

. Boks Arsip

pengaturan dan
lokasi simpan

Arsip

Boks Arsip tertata

disimpan pada rak
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NO MUTU BAKU
TAHAP KEGIATAN
Kelengkapan Output
5. | Penyusunan daftar 1. Daftar Arsip | Draft daftar Arsip
Arsip Inaktif: pindah Inaktif
a. membuat daftar 2. Skema
Arsip Inaktif pengaturan
berdasarkan daftar lokasi simpan
Arsip yang Arsip
dipindahkan dari 3. Database
Unit Pengolah. Arsip Inaktif
b. mengolah daftar
Arsip Inaktif
dengan
menambahkan

informasi nomor
boks dan serta
informasi lokasi
simpan.

c. menggabungkan
daftar Arsip Inaktif
pada database
Arsip Inaktif per
provenance Unit
Pengolah

d. melakukan
pembaruan
database daftar
Arsip Inaktif
keseluruhan
(updating daftar
Arsip Inaktif)
secara rutin setiap
ada pemindahan,
pemusnahan dan

penyerahan Arsip.
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menjadi daftar
informasi publik
tematik sebagai
bahan layanan
informasi publik
kepada Pejabat
Pengelola
Informasi Publik
(PPID) maupun
kebutuhan
internal secara
rutin. Sekurang-
kurangnya
memuat judul,
Pencipta Arsip,
uraian hasil
pengolahan dan
kurun waktu.

b. menyampaikan
daftar Arsip
Dinamis secara
berkala kepada

Jaringan Informasi

Kearsipan
Nasional.
c. membuat formulir

peminjaman Arsip

-38-
NO MUTU BAKU
TAHAP KEGIATAN
Kelengkapan Output

6. | Memberikan Draft daftar Daftar Arsip Inaktif

persetujuan Arsip Inaktif

rancangan daftar

Arsip Inaktif
7. | a. mengolah Daftar Arsip | 1. Daftar informasi

informasi Arsip Inaktif Tematis

2. Daftar Arsip

Dinamis

3. Sarana layanan

peminjaman

Arsip
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TAHAP KEGIATAN

MUTU BAKU

2022, No.603

Kelengkapan

Output

sebagai sarana
peminjaman Arsip
di pusat Arsip.

. memastikan

keutuhan Arsip
yang disimpan
secara berkala
sesuai dengan
daftar Arsip
Inaktif.

. memelihara

keamanan,
keselamatan dan
kebersihan Arsip,
sarana dan
prasarana
penyimpanan
Arsip Inaktif (boks
Arsip, rak
penyimpanan,
ruangan, alat

keselamatan, dll)

Pemeliharaan Arsip Inaktif

Dalam melaksanakan pemeliharaan Arsip

Inaktif harus

menyediakan ruang atau gedung sentral Arsip Inaktif (record center).

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemeliharaan Arsip

Inaktif adalah sebagai berikut:

1) ruangan penyimpanan Arsip Inaktif harus tetap bersih, jika

2)

kipas angin;

tidak dapat menyediakan air conditioner (ac), dapat digunakan

untuk penyimpanan Arsip kertas, kelembaban dan temperatur
yang ideal sekitar 22-24%; kelembaban sekitar 50%-60% r.h.
sedangkan untuk film, disket dan sejenisnya terperatur 10-16°%
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sedangkan kelembaban sekitar 40%-50% r.h. untuk keperluan

tersebut diperlukan ac, jika yang digunakan kipas angin,

sekurang-kurangnya setiap 2-3 bulan memeriksa khasanah

Arsip yang dimiliki;

3) hindarkan menyimpan foto dalam album, karena akan merusak
foto, lebih baik disimpan pada sampul transparan, jika
diperlukan tanpa memegang fisiknya, sehingga foto tidak rusak
karena lemak;

4) hindarkan cahaya matahari yang langsung masuk ruangan
penyimpanan. untuk menghindari jendela ditutup dengan tirai,
ultra violet yang berasal dari cahaya merusak Arsip;

5) pada saat tertentu (6 bulan sekali), ruangan penyimpanan Arsip
difumigasi karena bahan kimia digunakan cukup berbahaya
bagi manusia. fumigasi jangan dilakukan sendiri tetapi
menggunakan jasa pihak lain yang bergerak di bidang tersebut;

6) jika ditemukan rayap atau jenis serangga yang lain, semprot
dengan desinfektan tingkat tinggi (dtt) atau gammeyane smoke,
hanya digunakan di luar gedung;

7) untuk menghindari serangan tikus dan sejenisnya, dilarang
membawa makanan di ruangan penyimpanan;

8) dalam tempat penyimpanan dilarang merokok, untuk
menghindari dari kebakaran; dan

9) setiap saat ruangan diperiksa, untuk melihat kebocoran dan
juga kabel-kabel diperiksa, jika ditemukan kabel yang tidak
sesuai dengan ukuran, dan juga ditemukan kabel yang rusak
segera diganti.

Sedangkan untuk pengamanan Arsip Inaktif lebih ditujukan
kepada pengamanan informasi, baik untuk menghindari kebocoran
informasi maupun pencurian. Tindakan-tindakan yang harus
dilakukan antara lain:

1) Arsip yang bersifat rahasia dan Arsip vang informasi cukup
tinggi, harus diawasi dengan ketat. jenis tersebut hanya dapat
dikeluarkan dalam keadaan mendesak dan oleh pejabat
tertentu;

2) pihak lain yang bukan petugas Arsip tidak diperkenankan
masuk kedalam ruang dan mengambil sendiri Arsipnya;
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3) Arsip yang informasinya sangat diperlukan bagi kelangsungan
kerja unit organisasi (unit kerja tanpa Arsip tersebut tidak akan
dapat menjalankan fungsinya), perlu disimpan dan diawasi
secara baik;

4) hindarkan pembuatan foto copy Arsip penting secara berlebihan;

5) peminjaman baik aktif maupun inaktif tetap harus dikendalikan
dan diawasi;

6) konsep/draft dokumen yang kadar informasinya tinggi jika
dirasa tidak perlu disimpan, segera dimusnahkan, sehingga
tidak terbaca oleh pihak lain;

7) pembuatan foto copy dokumen penting termasuk yang rahasia
dan terbatas harus tetap diawasi dan dilakukan oleh orang yang

dapat dipercaya.

. Sarana dan Prasarana Arsip Inaktif
Sarana dan prasarana yang dipergunakan dalam pengelolaan

Arsip Inaktif terdiri atas Pusat Arsip, perangkat keras, dan

perangkat lunak.

1) Pusat Arsip merupakan gedung yang dipergunakan untuk
pengolahan, penyimpanan, penyusutan, pemeliharaan, dan
pelayanan jasa peminjaman Arsip Inaktif.

Pusat Arsip Kementerian Sosial terdiri dari
a. Pusat Arsip tingkat kementerian;
b. Pusat Arsip UPT tingkat eselon II;

Pusat Arsip UPT tingkat eselon III; dan

Pusat Arsip UPT tingkat eselon IV.

e n

Kedudukan Pusat Arsip Kementerian Sosial:

a. Pusat Arsip tingkat Kementerian berada pada Unit
Kearsipan I,

b. Pusat Arsip UPT tingkat eselon II, Pusat Arsip berada pada
Unit Kearsipan III.

c. Pusat Arsip UPT setingkat eselon III, Pusat Arsip berada
pada Unit Kearsipan IV,

d. Pusat Arsip UPT setingkat eselon IV, Pusat Arsip berada
pada Unit Kearsipan V.
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Tugas pegawai pada Pusat Arsip meliputi:

a. menerima Arsip Inaktif dari Unit Pengolah;
menata arsip dalam rak arsip dilengkapi dengan daftar
Arsip;

c. melaksanakan perawatan arsip;

d. memberikan pelayanan kepada peminjam arsip; dan
melaksanakan Penyusutan Arsip sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang undangan.

2) Perangkat keras meliputi:
a) Rak Arsip/Rak Besi;
Merupakan lemari tempat penyimpanan Arsip, yang terbuat
dari besi tanpa pintu.

Gambar 9. Rak Arsip/Rak Besi

b) Roll o Pack
Merupakan lemari Arsip dorong untuk menyimpan dokumen
dengan kapasitas besar yang dapat digerakkan dengan
manual atau dengan penggerak mekanik.
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Gambar 10. Roll o Pack

Boks Arsip

Merupakan sarana tempat penyimpanan Arsip Inaktif
dan Arsip Statis dalam bentuk kertas yang diletakkan dalam
bentuk kertas yang diletakkan dalam rak Arsip, terbuat dari
beberapa lapisan kertas medium bergelombang dengan
kertas lainer sebagai penyekat dan pelapisnya.

Ukuran boks ada 2 (dua) jenis besar dan kecil. Boks besar
memiliki ukuran panjang 38 cm, lebar 20 cm dan tinggi 27
cm. Sedangkan boks kecil memiliki ukuran panjang 28 cm,
lebar 10 cm, dan tinggi 27 cm.

Gambar 11. Boks Arsip
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d) Label
Label adalah alat yang digunakan untuk memberi judul pada

pengelompokan kertas, lalu dapat ditempelkan pada sisi Iuar
boks.

Gambar 12. Label pada Boks Arsip

e) Peralatan pengamanan Arsip (heat smoke detection, fire
alarm, extinguisher, sprinkler system, dehumidifier, lemari
audiovisual, lemari penyimpan peta, CCTV, fingerprint acces
control).

e.1) Heat smoke detection
Merupakan alat sensor yang dapat mendeteksi adanya
asap dan peningkatan suhu secara drastis dalam suatu

ruangan.

Gambar 13. Heat Smoke

e.2) Fire alarm
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Dikenal dengan sistem terintegrasi yang didesain dan
dibangun untuk mendeteksi adanya gejala kebakaran

secara otomatis pada sebuah Gedung atau kantor.

Gambar 14. Fire Alarm

e.3) Extinguisher atau Alat pemadam api ringan (APAR)
Merupakan pemadam api portable yang dapat
mengeluarkan air, busa, gas, dan media lainnya yang
mampu untuk memadamkan api penyebab dari
kebakaran.

Gambar 15. APAR

e.4) Sprinkler System
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Merupakan sistem pamadam yang terdiri dari sistem
suplai air dengan tekanan yang mengalir melewati
sistem pemipaan hingga sampai di kepala sprinkler.

Gambar 16. Sprinkler System

e.5) Dehumidifier
Merupakan alat penyerap uap air dari udara dengan
pengaturan tidak lebih dari 27°C dan kelembapan tidak
lebih dari 60%.
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Gambar 17. Dehumidifier Arsip

e.6) Lemari audiovisual
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Merupakan lemari besi yang digunakan untuk

menyimpan file/Arsip Inaktif berupa audiovisual.
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Gambar 18. Lemari Arsip Audiovisual

e.7) Lemari penyimpan peta

Gambar 19. Lemari Blueprint

e.8) CCTV (Closed Circuit Television)
CCTV ini terkoneksi ke monitor di ruang instalasi teknis

Gambar 20. CCTV

pusat Arsip.

e.9) Fingerprint Access Control
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Merupakan pengamanan pintu secara otomatis,
mengpgunakan kontrol akses ID card atau sidik jari

pengguna.

Gambar 21. Fingerprint Access Control

3) Perangkat Lunak meliputi peraturan-peraturan mengenai
Penyelenggaraan Kearsipan.

e. Penemuan Kembali Arsip Inaktif
Penemuan kembali Arsip dapat dilakukan secara manual
ataupun elektronik (komputer). Sarana yang diperlukan didalam
penemuan kembali adalah Indeks dan daftar Arsip Inaktif.

Penemuan kembali secara elektronik:

1) penemuan kembali dengan sarana elektronik digunakan untuk
menunjukkan lokasi Berkas disimpan dengan cepat.

2) jika diperlukan informasinya saja, perlu dibuatkan abstraksi
dari data yang terkandung di dalam Berkas, yakni keterangan
secara singkat informasi yang terkandung di dalam Berkas,
dalam abstraksi disertai pula Indeks dan kode jika ada.

3) dalam sistem mekanik diperlukan kunci berupa Indeks untuk
penemuan kembalinya. Indeks diperlukan sebagai identifikasi
Arsip di dalam memori elektronik. Data disimpan pada berbagai
media misalnya pada disket atau magnetic tape.

4) apabila diperlukan dokumen aslinya, dalam penyimpanan dan
penemuan kembali dapat dilakukan dengan sistem optical disk.
Arsip diproses melalui scanning dan informasi yang terkandung
di dalam Arsip diproses melalui scanning dan informasi
terkandung di dalam Arsip diproses menjadi signal digital.
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3. Program Arsip Vital
Melalui pengelolaan Arsip Vital yang terprogram akan memberikan
perlindungan, pengamanan dan penyelamatan terhadap
dokumen/Arsip Vital ketika terjadi bencana. Hal-hal yang perlu
diperhatikan dalam program Arsip Vital:
a. Prosedur Pengelolaan Arsip Vital
Prosedur pengelolaan Arsip Vital bertujuan untuk memandu
pengelola Arsip Vital yang berada di central file setingkat eselon II,
eselon I11, dan eselon IV dan pengelola Pusat Arsip.
Kegiatan pengelolaan Arsip Vital dilakukan melalui tahapan sebagai
berikut:
1) Identifikasi

Identifikasi dilakukan untuk mengetahui secara pasti jenis-jenis

Arsip Vital yang ada di lingkungan Kementerian Sosial.

Penentuan Arsip Vital didasarkan atas kriteria sebagai berikut:

a) merupakan prasyarat bagi keberadaan instansi, karena tidak
dapat digantikan dari aspek administrasi maupun
legalitasnya;

b) sangat dibutuhkan wuntuk menjamin kelangsungan
operasional kegiatan instansi karena berisi informasi yang
digunakan sebagai rekonstruksi apabila terjadi bencana;

c) berfungsi sebagai bukti kepemilikan kekayaan (asset)
instansi; dan

d) berkaitan dengan kebijakan strategis instansi.

Contoh Arsip Vital: personal file, asset, pidato pimpinan dan
struktur organisasi pegawai/ISO.

Langkah-langkah kegiatan identifikasi sebagai berikut:

a) Analisis Fungsi Organisasi
Unit Kearsipan melakukan Analisis organisasi untuk
menentukan unit kerja yang memiliki potensi menciptakan
Arsip Vital, dengan cara dari fungsi mana saja dalam
organisasi dapat berpotensi menghasilkan arsip vital,
misalnya dari fungsi Biro Umum: berpotensi dapat
menghasilkan arsip vital tentang barang milik Negara, arsip
kontrak, arsip aset, dan lain-lain;
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b} observasi langsung ke lapangan/ke unit-unit kerja; dan

c) penyebaran questionnaire, yang berisi pertanyaan antara lain
tentang nama unit kerja, jenis arsip vital yang dihasilkan,
kurun waktu, media arsip, retensi arsipnya, dan
sarana/prasarana yang digunakan dalam

menyimpan/merawat arsip vital.

Pendataan

Pendataan dilakukan untuk mengetahui secara pasti jenis-jenis
Arsip Vital pada unit kerja yang potensial. Teknik pengumpulan
data tentang Arsip Vital dilakukan dengan menggunakan
formulir yang berisi informasi organisasi pencipta dan unit kerja,
jenis (series) Arsip, media simpan, sarana temu kembali, volume,
periode (kurun waktu), retensi, tingkat keaslian, sifat
kerahasiaan, lokasi simpan, sarana simpan, kondisi Arsip, nama
dan waktu pendataan sebagaimana tercantum dalam Formulir
Pendataan Survei Arsip Vital.

FORMULIR PENDATAAN SURVEI ARSIP VITAL

PENDATAAN SURVEI ARSIP VITAL

Instansi - Kementerian Sosial
Republik Indonesia

Unit kerja : Umum
Jenis/ seri arsip :  Gambar Bangunan
Media simpan : Kertas
Sarana temu kembali : Daftar Arsip
Volume - 1 boks
Periode/ kurun waktu : 2010 -2014
Jangka simpan : Selama gedung masih ada
Status Hukum
Sifat ¢ Vital
Tkt perkembangan ¢ Asli
Lokasi simpan 3 Bagian .....
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Sarana simpan H Lemari besi tahan api
Kondisi fisik arsip :  Baik dan lengkap
Nama :

Waktu pendataan C 2 April 2022

Menentukan kriteria Arsip Vital, yang didasarkan sebagai

berikut:

a) merupakan prasyarat bagi keberadaan instansi, karena
tidak dapat digantikan dari aspek administrasi maupun
legalitasnya;

b) sangat dibutuhkan untuk menjamin kelangsungan
operasional kegiatan instansi karena berisi informasi yang
digunakan sebagai rekonstruksi apabila terjadi bencana;

c) berfungsi sebagai bukti kepemilikan kekayaan (aset)
instansi; dan

d) berkaitan dengan kebijakan strategis instansi.

Mengolah hasil pendataan Arsip Vital melalui analisis hukum

dan analisis resiko untuk memperoleh kepastian bahwa hasil

identifikasi memenuhi kriteria yang telah ditetapkan:

a) analisis hukum yang dilakukan dengan mengajukan
pertanyaan:

(1) apakah arsip tersebut secara legal mengandung hak
dan kewajiban atas bukti kepemilikan negara/warga
negara?

(2) apakah hilangnya arsip tersebut dapat menimbulkan
tuntutan hukum terhadap individu atau organisasi?

(3) apakah arsip yang mendukung hak-hak hukum
individu/organisasi seandainya hilang duplikatnya,
harus dibuat dan dilegalisasi oleh Menteri
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak?

b) analisis risiko yang dilakukan terhadap arsip-arsip yang
tercipta pada organisasi atau unit kerja yang dianggap vital
melalui cara penafsiran kemungkinan kerugian yang akan
ditimbulkan. Dalam rangka melakukan analisis risiko dapat
diajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

(1) jika arsip ini tidak diketemukan (hilang/musnah)
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berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk
merekonstruksi informasi dan berapa biaya yang
dibutuhkan oleh organisasi?

{2) berapa lama waktu yang tidak produktif dengan tidak
adanya arsip yang bersangkutan dan berapa biaya
yvang harus dikeluarkan oleh organisasi?

(3) berapa banyak kesempatan untuk memperoleh
keuntungan yang hilang dengan tidak diketemukannya
Arsip Vital ini?

(4) berapa besar kerugian yang dialami oleh organisasi
dengan tidak adanya arsip yang dibutuhkan?

5) Penentuan Arsip Vital

Penentuan arsip vital merupakan proses lanjutan dari kegiatan
pengolahan data. Sebelum melakukan penentuan arsip vital
terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap kesesuaian
antara kriteria arsip vital dengan hasil analisis organisasi dan
analisis hasil pendataan, sehingga dapat ditentukan jenis-jenis
arsip vital di instansi yang bersangkutan secara pasti.

Setelah penentuan arsip vital, langkah selanjutnva adalah
menyusun jenis-jenis arsip vital dan unit pencipta yang ada

pada organisasi dalam bentuk daftar

6) Penataan Arsip Vital

Penataan Arsip Vital dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a) Pemeriksaan
Melakukan pemeriksaan kelengkapan Berkas Arsip Vital
vang akan ditata, Berkas Arsip yang lengkap harus
menggambarkan proses kegiatan dari awal sampai akhir dan
kondisi fisik Berkas.

b} Menentukan Indeks Berkas
Menentukan kata tangkap, berupa nomor, nama lokasi,
masalah atau subyek.
Contoh Indeks: Sertifikat Tanah Gedung Kementerian Sosial.

c) Menggunakan tunjuk silang apabila ada Berkas yang
memiliki keterkaitan dengan Berkas yang memiliki jenis
media yang berbeda.
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Contoh: Rancang Bangun Gedung Kementerian Sosial

dengan Berkas perencanaan pembangunan gedung

Kementerian Sosial.

d) Pelabelan

Memberikan Label pada sarana penyimpan arsip:

d.1) Arsip yang disimpan pada Pocket File. Label di
cantumkan pada bagian depan Pocket File.

d.2) Arsip peta/rancang bangun; dan

d.3) Arsip yang menggunakan media magnetik Label
dicantumkan pada:

d.3.1) Untuk arsip foto, negative foto ditempel pada lajur
atas plastik transparan, positive foto ditempel
pada bagian belakang foto dan amplop atau
pembungkus;

d.3.2) Untuk slide ditempelkan pada frame;

d.3.3) Video dan film ditempelkan pada bagian luar dan
lapisan transparan (seperti negative foto) dan

pada
wadahnya; dan

d.3.4) Untuk kaset dan/atau cakram digital (CD)
ditempelkan pada kaset dan/atau cakram digital
(CD) dan wadahnya.

e) Penempatan Arsip
Kegiatan penempatan arsip pada sarana penyimpanan sesuai
dengan jenis media arsip.

f) Out Indicator
Out Indicator adalah alat yang digunakan untuk menandai
adanya arsip yang keluar dari tatanan penyimpanan Filing
Cabinet dalam bentuk formulir.

gl Indeks
Penentuan Indeks atau kata tangkap dapat berupa subyek,
nama tempat/lokasi atau identitas lainnya.

b. Pelindungan dan Pengamanan Arsip Vital
1) Metode pelindungan Arsip Vital yang dapat dilakukan meliputi:

a} Duplikasi
Duplikasi Arsip Vital dilakukan dengan metode digitalisasi
khususnya terhadap arsip aset dan produk hukum. Untuk
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Arsip Vital selain Arsip aset dan produk hukum, metode
duplikasi yang dilakukan dengan menciptakan salinan atau
digitalisasi. Penentuan kriteria Arsip Vital yang periu
dilakukan digitalisasi ditentukan oleh Unit Kearsipan.

b) Pemencaran (Dispersal)

Pemencaran Arsip Vital dilakukan dengan menyimpan Arsip
hasil duplikasi ke Unit Kearsipan, sedangkan Arsip Vital
yang asli disimpan di unit kerja pencipta Arsip Vital.

c) Menggunakan Peralatan Khusus (Vaulting)

Pelindungan bagi Arsip Vital dari musibah atau bencana
dilakukan dengan menggunakan peralatan penyimpanan
khusus, seperti: almari besi, Filing Cabinet tahan api.
Pemilihan peralatan simpan tergantung pada jenis, media
dan ukuran. Namun demikian secara umum peralatan
tersebut memiliki karakteristik tidak mudah terbakar
(sedapat mungkin memiliki daya tahan sekurang-kurangnya
4 (empat) jam kebakaran), kedap air dan bebas medan
magnet untuk jenis arsip berbasis magnetik/elektronik.
2) Pengamanan Fisik Arsip Vital

Pengamanan fisik Arsip Vital dilaksanakan dengan maksud

untuk melindungi Arsip dari ancaman faktor-faktor

pemusnah/perusak arsip. Contoh pengamanan fisik Arsip Vital
adalah:

a) penggunaan sistem keamanan ruang penyimpanan arsip
seperti pengaturan akses, pengaturan ruang simpan, dan
penggunaan sistem alarm yang dapat digunakan untuk
mengamankan arsip dari bahaya pencurian, sabotase,
penyadapan, dan lain-lain;

b) menempatkan Arsip Vital pada tingkat ketinggian yang bebas
dari banjir;

c) struktur bangunan tahan gempa dan lokasi yang tidak
rawan gempa, angin topan dan badai; dan

d) penggunaan ruangan tahan api serta dilengkapi dengan
peralatan alarm dan alat pemadam kebakaran dan lain-lain.

3) Pengamanan Informasi Arsip

www.peraturan.go.id



55 2022, No.603

Dalam pengamanan informasi dan layanan penggunaan Arsip
Vital, pengolah Arsip Vital harus melakukan pengaturan sebagai
berikut:

a) menjamin arsip hanya digunakan oleh orang yang berhak;

b) memberi kode rahasia pada Arsip Vital; dan

c) membuat spesifikasi orang-orang yang memiliki hak akses.
Arsip Vital disimpan pada tempat khusus sehingga dapat
mencegah/menghambat unsur perusak fisik Arsip dan sekaligus
mencegah pencurian informasinya. Lokasi penyvimpanan Arsip
Vital dapat dilakukan baik secara on site ataupun off site.
Penyimpanan on site, adalah penyimpanan Arsip Vital yang
ditempatkan pada ruangan tertentu dalam satu gedung atau
perkantoran dalam lingkungan lembaga Pencipta Arsip.
Penyimpanan off site, adalah penyimpanan Arsip Vital yang
ditempatkan di luar lingkungan gedung perkantoran lembaga
Pencipta Arsip.

Penyelamatan dan Pemulihan (recovery)

Penyelamatan dan pemulihan Arsip Vital pascabencana atau
musibah dilakukan dengan langkah-langkah:

a) Penyelamatan/evakuasi

Untuk menjaga kemungkinan kerusakan yang lebih parah

diperlukan langkah-langkah penyelamatan Arsip Vital pasca

musibah atau bencana sebagai berikut:

a.l) mengevakuasi Arsip Vital yang terkena bencana dan
memindahkan ke tempat yang lebih aman;

a.2) mengidentifikasi jenis arsip yang mengalami
kerusakan, jumlah dan tingkat kerusakannya dengan
mengacu pada daftar Arsip Vital; dan

a.3) memulihkan kondisi (recovery) baik untuk fisik Arsip
vitalnya maupun tempat penyimpanannya yang dapat
dilakukan dalam bentuk rehabilitasi fisik Arsip atau
rekonstruksi bangunan.

b) Pemulihan (recovery)

b.1) Stabilisasi dan pelindungan Arsip yang dievakuasi.
Setelah terjadinya bencana segera mungkin dilakukan
perbaikan terhadap kerusakan struktur bangunan
atau kebocoran. Pengaturan stabilitas suhu udara dan
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kelembaban dapat dikurangi dengan pengaturan
sirkulasi udara atau menggunakan kipas angin.
Apabila seluruh bangunan mengalami kerusakan,
maka Arsip yang sudah dievakuasi dan dipindahkan ke
tempat aman harus dijaga untuk mencegah kerusakan
yvang semakin parah, karena dalam waktu 48 (empat
puluh delapan) jam Arsip tersebut akan ditumbuhi
jamur, yang kemudian akan segera membusuk dan
hancur, Sedangkan dalam musibah kebakaran,
kerusakan terhadap arsip dari jelaga, asap, racun, api,
suhu udara yang sangat tinggi dan lain-lain, harus
dinetralisir sesegera mungkin dengan cara dijauhkan
dari pusat bencana.

b.2) Penilaian tingkat kerusakan dan spesifikasi kebutuhan

pemulihan yang berkaitan dengan operasional
penyelamatan.
Penilaian dan pemeriksaan terhadap tingkat kerusakan
dilakukan wuntuk menentukan jumlah dan jenis
kerusakan, media atau peralatan apa yang
terpengaruh dan ikut rusak, peralatan dan lain-lain
termasuk memperhitungkan kebutuhan tenaga ahli
dan peralatan untuk melakukan operasi
penyelamatan.

b.3) Pelaksanaan penyelamatan
b.3.1) Pelaksanaan penyelamatan dalam bencana

besar,

Penyelamatan Arsip Vital yang disebabkan oleh
bencana besar  perlu dibentuk tim
penyelamatan yang bertanggungjawab
mengevakuasi dan memindahkan Arsip ke
tempat yang aman, melakukan penilaian
tingkat kerusakan, mengatur proses
penyelamatan termasuk tata  caranya,
penggantian  shift, rotasi pekerjaan, dan
mekanisme komunikasi dengan pihak-pihak
terkait.
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b.3.2)Pelaksanaan penyelamatan bencana yang
berskala kecil.

Penyelamatan Arsip Vital yang disebabkan oleh

bencana yang berskala kecil cukup dilakukan

oleh unit fungsional dan unit terkait. Misalnya
musibah kebakaran yang terjadi di suatu
kantor maka pelaksanaan penyelamatan
dilakukan oleh Unit Kearsipan dibantu oleh
unit keamanan dan unit pemilik arsip.

b.3.3) Prosedur pelaksanaan

Pelaksanaan  penyelamatan  arsip  yang

disebabkan oleh bencana banjir dilakukan

dengan cara:

(a) Pengepakan yaitu kegiatan yang dilakukan
sebelum melakukan pemindahan arsip dari
lokasi bencana ke tempat yang aman. Arsip
yang terkena musibah sebelumnya perlu
dibungkus dan diikat (dikemas) supaya
tidak tercecer, baru kemudian
dipindahkan;

(b) Pembersihan yaitu memilah dan
membersihkan arsip secara manual dari
kotoran yang menempel pada arsip,
kemudian disiram dengan cairan alkohol
atau thymol supaya kotoran yang
menempel pada arsip dapat terlepas dan
arsipnya tidak lengket;

(c) Pembekuan yaitu mendinginkan sampai ke
tingkat suhu minus 40° (empat puluh
derajat) celcius sehingga arsip mengalami
pembekuan;

(d) Pengeringan yaitu mengeringkan
menggunakan vakum pengering atau kipas
angin. Tidak dijemur dalam panas
matahari secara langsung;

(e) Penggantian arsip yang ada salinannya
yang berasal dari tempat lain;
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() Penggandaan (back up} seluruh arsip yang
sudah diselamatkan; dan
(2 Memusnahkan arsip yang sudah rusak
parah dengan membuat Berita Acara.
Sedangkan untuk volume arsip yang sedikit,
cukup dilakukan dengan cara sederhana dengan
tetap menjaga suhu antara 10° (sepuluh derajat)
s.d. 17 (tujuh belas derajat) celcius dan tingkat
kelembaban antara 25% s.d. 35% RH. Sedangkan
penyelamatan arsip akibat musibah kebakaran
hanya dilakukan terhadap arsip yang secara fisik
dan informasi masih bisa dikenali. Pembersihan
arsip dari asap atau jelaga dilakukan dengan cara
manual.
b.4) Prosedur penyimpanan kembali
Arsip yang telah dibersihkan dan dikeringkan disimpan
kembali ketempat yang bersih dengan suhu dan
kelembaban yang sesuai, dengan langkah-langkah:
b.4.1)Jika tempat penyimpanan Arsip Vital tidak
mengalami kerusakan maka ruangan tersebut
dibersihkan terlebih dahulu;
b.4.2) Penempatan kembali peralatan penyimpanan
arsip
vital;
b.4.3) Penempatan kembali Arsip; dan
b.4.4) Arsip Vital elektronik dalam bentuk disket,
catridge, cakram digital (CD) disimpan ditempat
tersendiri dan dilakukan format ulang dan
dibuat duplikasinya.
b.5) Evaluasi
Setelah selesai melakukan kegiatan pemulihan maka
perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui seberapa
jauh tingkat keberhasilan penyelamatan Arsip Vital dan
penyusunan laporan. Kegiatan evaluasi juga akan
bermanfaat wuntuk mempersiapkan kemungkinan
adanya bencana di kemudian hari.
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Ketentuan Pengguna Akses Arsip Vital

Ketentuan Pengguna akses terdiri dari 2 (dua) golongan yaitu
pengguna yang ada di lingkungan internal dan pengguna dari
lingkungan eksternal instansi. Penggolongan tersebut adalah
sebagai berikut:

1) Pengguna yang berhak di lingkungan internal instansi.

Penentu Kebijakan yang mempunyai kewenangan untuk

mengakses seluruh Arsip Vital yang berada di bawah

kewenangannya, dengan ketentuan sebagai berikut:

a) pimpinan tingkat tertinggi, yaitu Menteri Sosial RI
mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip
Vital;

b) pimpinan tingkat tinggi (satu tingkat di bawah pimpinan level
tertinggi), yaitu mempunyai kewenangan untuk mengakses
Arsip Vital di bawah kewenangannya, namun tidak diberikan
hak akses untuk informasi yang terdapat pada pimpinan
level tertinggi dan yang satu level dengan unit di luar unit
kerjanya, kecuali telah mendapatkan izin dari pimpinan
tertinggi;

c) pimpinan tingkat menengah (satu tingkat di bawah pimpinan
level tinggi), yaitu Pejabat Eselon II dan III mempunyai
kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip Vital di bawah
kewenangannya, namun tidak diberikan hak akses untuk
informasi yang terdapat pada pimpinan level tertinggi,
pimpinan level tinggi, dan yang satu level di luar unit
kerjanya kecuali telah mendapatkan izin dari pimpinan
tingkat tertinggi dan tingkat tinggi;

d) pelaksana kebijakan, yaitu Pejabat Eselon IV, Arsiparis, dan
pegawai yang mempunyai kewenangan untuk mengakses
seluruh Arsip Vital yang berada di bawah kewenangannya
dengan tingkat klasifikasi biasa, tetapi tidak diberikan hak
akses untuk arsip dengan tingkat klasifikasi terbatas,
rahasia, dan sangat rahasia yang terdapat pada pimpinan
tingkat tertinggi, pimpinan tingkat tinggi, pimpinan level
menengah, dan yang satu tingkat di atas unit kerjanya
kecuali telah mendapatkan izin; dan
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e} Pengawas internal mempunyai kewenangan untuk
mengakses seluruh arsip pada Pencipta Arsip dalam rangka
melaksanakan fungsi pengawasan internal sesuai dengan
ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  seperti
pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat.

2) Pengguna yang berhak di lingkungan eksternal

a) publik mempunyai hak untuk mengakses Arsip Vital setelah
mendapat ijin dari Menteri Sosial.

b) pengawas eksternal mempunyai hak untuk mengakses
seluruh Arsip Vital pada Pencipta Arsip dalam rangka
melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, seperti pengawasan yang
dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan
Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP), contohnya
ketika BPK sedang dalam tugas mengaudit.

c) aparat penegak hukum mempunyai hak untuk mengakses
Arsip Vital pada Pencipta Arsip yang terkait dengan perkara
atau proses hukum yang sedang ditanganinya dalam rangka
melaksanakan fungsi penegakan hukum, contohnya ketika
pihak penegak hukum sedang menangani tindak pidana
korupsi.

Tabel IX
Daftar Arsip Vital

Unit Kerja:

Keterangan:

1. Nomor : diisi dengan nomor urut Arsip Vital

2. Jenis arsip : diisi dengan jenis Arsip Vital yang
telah didata

3. Tingkat Perkembangan : diisi dengan tingkat perkembangan
Arsip Vital
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4. Kurun waktu : diisi dengan tahun Arsip Vital tercipta

5. Media : diisi dengan jenis media rekam Arsip
Vital

6. Jumlah : diisi dengan banyaknya Arsip Vital
misal 1{satu) Berkas

7. Jangka simpan : diisi dengan batas waktu sebagai Arsip
Vital

8. Lokasisimpan : diisi dengan tempat Arsip Vital
tersebut disimpan

9. Metode Pelindungan : diisi dengan jenis metode pelindungan
sesuai dengan kebutuhan media
rekam yang digunakan

10. Keterangan . diisi dengan informasi spesifik  yang
belum/tidak ada dalam kolom yang
tersedia.

. Alih Media Arsip
Alih Media Arsip merupakan bagian dari pemeliharaan Arsip dengan

cara merubah bentuk dari format tercetak/tertulis, audio dan video

menjadi format digital tanpa mengurangi isi arsip aslinya. Prosedur
teknis Alih Media Arsip meliputi:

a. penyeleksian/penilaian Arsip yang akan dilakukan Alih Media.
Penyeleksian/penilaian Arsip yang akan dilakukan Alih Media
memperhatikan kondisi dan nilai informasi Arsip.

b. pemindaian/scanning Arsip.

Dalam kegiatan Alih Media kertas ke elektronik (digitalisasi),
pemindaian dapat dilakukan dengan alat pemindai yaitu scanner.

c. penyusunan berita acara dan daftar arsip Alih Media.

Unit Kearsipan dalam melaksanakan Alih Media harus membuat
berita acara dan daftar arsip Alih Media sebagai berikut:
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Format Berita Acara Alih Media Arsip

BERITA ACARA ALIH MEDIA ARSIP

NOMIOT cvosnensivnansivasnannss
Pada har imi ... tanggal.............. bulan.............. tahun........cce yang
bertanda tangan dibawah ini:
NAMA -
NIP
PANGKAT/GOL
JABATAN

Telah melaksanakan alih media arsip Bagian Penyusunan Naskah Hukum
Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam daftar arsip alih media. Dari hasil
alih media tersebut juga telah dilakukan autentikasi berupa pemberian
watermark pada arsip hasil alih media sebagai tandn bahwa telah sesuai dengan

aslinya,
Dibuat di ...... {tempat), ......(tanggal|
KEPALA UNIT KEARSIPAN
Jabatan*)
Ted
Nama tanpa gelar**)

NIP
Contoh Daftar Arsip Alih Media:
Organisasi : Kementerian Sosial Republik Indonesia

Unit Pengolah : Bagian Penyusunan Naskah Hukum

Menteri  Sosial format hetkas | Canon 2020 berisi
Republik PDF Tmage kegintan
Indonesia Nomer FORMULA perencanaan
4 Tahun 2020 DR- mmpai
tentang C225W dengan
Rehabilitasi genetapan
Sosinl Dasar bagi peraturan
Ansk Terlantar
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d. Pelaksanaan autentikasi Arsip hasil Alih Media

1) Proses pemindaian dilakukan dengan hasil disesuaikan pada
format TIFF yaitu format image tanpa kompresi dan resolusi
pada 600dpi untuk perlindungan Arsip.

2) Pemindaian Arsip asli direkomendasikan untuk menggunakan
resolusi minimum 300 dpi (dot per inch) dan disimpan dalam
bentuk dokumen elektronik dalam format tertentu seperti TIFF,
GIF, JPEG, PNG, dan PDF. Arsip elektronik tersebut harus
memiliki informasi yang sama seperti dokumen aslinya.

D. Penyusutan Arsip
Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara
pemindahan Arsip Inaktif dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan,
pemusnahan Arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan Arsip
Statis ke lembaga kearsipan yang dilakukan berdasarkan JRA.
Prosedur Penyusutan Arsip dilakukan dengan 3 (tiga) kegiatan yaitu
pemindahan Arsip Inaktif, pemusnahan Arsip dan penyerahan Arsip Statis.
1. Pemindahan Arsip Inaktif.
Kegiatan pemindahan Arsip Inaktif dari Unit Pengolah ke Unit
Kearsipan meliputi:
a. Penyeleksian Arsip Inaktif.

Tahapan penyeleksian Arsip Inaktif dilakukan dengan cara:

1) memeriksa isi file atau Berkas, apakah Berkas sudah
lengkap/tidak sedang dipinjam, atau didalamnya terdapat
nonarsip (duplikasi, blangko kosong, dsb). Apabila ada nonarsip,
maka nonarsip tersebut dikeluarkan dan dimusnahkan.

2) penyeleksian dilakukan dengan cara melihat tahun penciptaan
arsip yang tertera dalam Daftar Arsip Inaktif dengan retensi aktif
yang tercantum dalam JRA. Apabila terdapat Arsip yang sudah
melewati masa simpan aktif, Arsip tersebut diambil untuk
dipindahkan ke Unit Kearsipan dan menjadi Arsip Inaktif.

3) dalam hal retensi aktifnya telah habis atau terlampaui, maka
Arsip tersebut telah memasuki masa inaktif atau frekuensi
Penggunaan Arsip yang telah menurun (ditandai dengan
penggunaan kurang dari 5 (lima) kali dalam setahun).

b. Penataan Arsip Inaktif.
Penataan Arsip Inaktif yang akan dipindahkan ke dalam boks,
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dilakukan dengan rincian kegiatan:

1) mengelompokan Arsip sesuai klasifikasi dan menempatkan
Arsip tersebut ke dalam Folder;

2) mencatat Arsip hasil seleksi ke dalam daftar Arsip Inaktif yang
akan dipindahkan;

3) menata Folder/Berkas yang berisi Arsip Inaktif yang akan
dipindahkan, diurutkan berdasarkan nomor urut daftar Arsip
Inaktif yang dipindahkan;

4) menyimpan dan memasukan Folder/Berkas Arsip Inaktif ke
dalam boks Arsip; dan

5) memberi Label boks Arsip, dengan keterangan: nama Unit
Pengolah, nomor boks, nomor urut Arsip, dan tahun penciptaan
Arsip.

Penataan Arsip Inaktif yang akan dipindahkan dan pembuatan

daftar Arsip Inaktif menjadi tanggung jawab Pimpinan Unit

Pengolah.

c. Pembuatan Daftar Arsip Inaktif dan Berita Acara Pemindahan Arsip.
Unit Pengolah menyusun daftar Arsip Inaktif yang akan
dipindahkan dan ditandatangani oleh pimpinan Unit Pengolah
selaku yang memindahkan Arsip dan Unit Kearsipan selaku
penerima Arsip atau pejabat yang diberi kewenangan.

Tabel XI
Daftar Arsip Inaktif Yang Dipindahkan

Pencipta Arsip : Kementerian Sosial
Unit Pengolah VS G
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Menten

2. | DL15 Migrasi Sistem 2014 Jboks Asli
Aplikasi dan
Data

Yang memindahkan (Unit Pengoiah) Yang menerima (Unit Kearsipan)

Nama Jabatan Nama Jabatan
td td

Nams Namsa

NIP NIP

Cara pengisian Daftar Arsip Inaktif yang Dipindahkan:

1. Nomor 1 berisi nomor urut jenis Arsip

2. Kode Klasifikasi Arsip  : berisi tanda pengenal Arsip

3. Jenis/Series Arsip : berisi jenis/series Arsip atau isi
Berkas

4. Tahun : berisi tahun tercipta Arsip

5. Jumlah : berisi jumlah arsip dalam setiap jenis

Arsip (eksemplar/ Folder/ boks)
6. Tingkat Perkembangan : berisi tingkat perkembangan Arsip
(asli/ copy/ tembusan)

7. Nomor Boks : berisi nomor yang memuat lokasi pada
boks

8. Keterangan ¢ berisi kekhususan arsip (kertas
rapuh/ Berkas tidak lengkap/
lampiran tidak ada)

Kegiatan selanjutnya adalah menyusun Berita Acara Pemindahan
Arsip Inaktif. Berita Acara Pemindahan Arsip Inaktif dibuat rangkap
2 (dua) dan ditandatangani oleh pimpinan Unit Pengolah dan
pimpinan Unit Kearsipan, sekurang-kurangnya memuat waktu
pelaksanaan, tempat, jenis arsip yang dipindahkan, jumlah arsip,
pelaksana dan penandatangan oleh pimpinan Unit Pengolah
dan/atau Unit Kearsipan.
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Format Berita Acara Pemindahan Arsip

BERITA ACARA PEMINDAHAN ARSIP

Pada hari ind .o tanggal s ulan. . 151 11T - RPN yang
bertanda tangan dibawah inl, berdasarkan Jadwal Retensi Arsip dan
berdasarkan penilaian kemball arelp telah  melaksanakan pemindahan
arstpu i sebanyak. oo tercantum datam Daftar

Arsip yang Dipindahkan sebagal terl I

Berita acara ini dibuar dalam rangkap 2 (dua) dan PARA PIHAK mensrima sat
rangkap yang mempunyal kelkuatan hukum sama.,

Dibuat di ..., {tempat), o (tanggal)
PIHAK YANG MEMINDAHKAN PIHAKX YANG MENERTMA
Jabatan*) Jabatan*)
wd Tw
Name tanpa gelar*) Namna tanpa gelar*)
NIP Nip

Setelah koordinasi dilakukan antara pihak yang memindahkan

dan pihak yang menerima dengan antara lain melakukan
pemeriksaan kelengkapan pemindahan Arsip Inaktif oleh kedua
belah pihak, maka dilaksanakan pemindahan Arsip Inkatif, dan
penandatanganan berita acara pemindahan Arsip yang telah
disiapkan. Fisik Arsip Inaktif yang dipindahkan kemudian ditata oleh
Unit Kearsipan di ruang penyimpanan Arsip Inaktif/Records
Center/Pusat Arsip Inaktif sesuai dengan tata aturan yang
ditentukan.
Dalam hal kebijakan Kementerian Sosial kemudian membentuk Unit
Kearsipan secara berjenjang, Unit Kearsipan Utama, Unit Kearsipan 1
dan seterusnya, maka proses pemindahan Arsip Inaktif dilakukan
berdasarkan lingkup kewenangannya.

2. Pemusnahan Arsip

Pelaksanaan pemusnahan Arsip di Kementerian Sosial menjadi

tanggung jawab Unit Kearsipan 1. Mekanisme pemusnahan dibedakan

menjadi 2, yaitu:

a) pemusnahan pada Unit Kearsipan II
Pemusnahan pada Unit Kearsipan 1I dilakukan dengan
pembentukan panitia penilai Arsip, penyeleksian Arsip, pembuatan
daftar Arsip usul musnah, penilaian arsip (hasil penilaian arsip
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disampaikan ke Unit Kearsipan [}, permintaan persetujuan
pemusnahan, penetapan Arsip yang akan dimusnahkan, dan
pelaksanaan pemusnahan Arsip.
b) pemusnahan pada Unit Kearsipan III, IV, dan V

Pemusnahan pada Unit Kearsipan III, IV, dan V dilakukan dengan
pembentukan panitia penilai Arsip, penyeleksian Arsip, pembuatan
daftar Arsip usul musnah, penilaian Arsip (hasil penilaian Arsip
disampaikan ke Unit Kearsipan II untuk diteruskan ke Unit
Kearsipan I}, permintaan persetujuan pemusnahan, penetapan Arsip
yang akan dimusnahkan, dan pelaksanaan pemusnahan Arsip.

Prosedur pemusnahan Arsip oleh Pencipta Arsip meliputi:
a. Pembentukan Panitia Penilai Arsip
Pembentukan panitia penilai Arsip ditetapkan oleh pimpinan
Pencipta Arsip dengan jumlah ganjil dan tugas untuk melaksanakan
penilaian Arsip yang akan dimusnahkan.
Unsur pokok dalam pembentukan panitia Arsip meliputi:
1) pimpinan Unit Kearsipan sebagai ketua merangkap anggota
2) pimpinan Unit Pengolah yang arsipnya akan dimusnahkan
sebagai anggota; dan
3) Arsiparis sebagai anggota.
Dalam hal Pencipta Arsip belum memiliki Arsiparis, anggota
dapat digantikan oleh pegawai yang mempunyvai tugas dan
tanggungjawab di bidang pengelolaan Arsip.

b. Penyeleksian Arsip

Penyeleksian Arsip yang akan dimusnahkan dilakukan oleh Panitia
Penilai. Penyeleksian Arsip yang akan dimusnahkan dilakukan
dengan cara melihat Daftar Arsip Inaktif dan membandingkannya
dengan JRA pada kolom retensi inaktif dan pada kolom keterangan
dinyatakan musnah.

Dalam hal retensi inaktifnya telah habis atau terlampaui dan pada
kolom keterangan dinyatakan musnah, maka arsip tersebut dapat
dikategorikan sebagai arsip usul musnah.

c. Pembuatan Daftar Arsip Usul Musnah
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Hasil penyeleksian dituangkan ke dalam Daftar Arsip Usul Musnah
yang sekurang-kurangnya berisi nomor, jenis Arsip, tahun, jumlah,
tingkat perkembangan, dan keterangan.

Tabel XIII
Daftar Arsip Usul Musnah

No| Jenis Arsip | Tahun | Jumiah | o Tingkat ; Ket.
1 2 3 4 ) 6

Keterangan:

1. Nomor : berisi nomor urut Berkas Arsip yang akan
dimusnahkan

2. Jenis Arsip : berisi jenis Berkas atas dasar series Arsip

3. Tahun ¢ berisi tahun pembuatan Arsip

4. Jumlah : berisi jumlah arsip, misalnya Folder, boks

5. Tingkat : berisi pada tingkatan asli/ copy/ tembusan

Perkembangan (asli, copy, atau salinan)

6. Keterangan : berisi kekhususan Arsip, misalnya kertas
rapuh/ Berkas tidak lengkap/lampiran
tidak ada/berbahasa asing.

. Penilaian Arsip

Panitia penilai Arsip Pencipta Arsip melakukan penilaian terhadap
daftar Arsip usul musnah dan melakukan verifikasi secara langsung
terhadap fisik Arsip serta membuat notulen rapat.

Hasil penilaian tersebut dituangkan dalam pertimbangan tertulis
panitia penilai Arsip dan disampaikan kepada Kepala Biro Umum.

Format Surat Pertimbangan Panitia Penilai Arsip
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SURAT PERTIMBANGAN
PANITIA PENILAI ARSIP
Berkenaan dengan permohonan pergetujuan pemusnahan arsip di ......... (Unit
Satuan Kena) ... berdasarkan Surat ... (Pgjabat Pengirim  Sural)
e NOmMIOF: L1eciirrinens tanggal ....... , dalam bal i telah dilakukan penilaan

terhadap daftar arsip yang diusulkan

musnah dengan menghasilkan pertimbangan:

a  menyetufiii usulan pemusnahan arsip sehagaimana terlampir; atau

b. menyeryfui usulan pemuanahan arsip, namun ada beberapa berkaz yang
dipertimbangkan  agar  ndak  dimusnahkan  dengan  alasan
tertentu ....sebagaimana terlampir

Demikian hasil pertimbangan panitia penilai arsip, dengan harapan

permohonan persetyjuan usul pemusnahan arsip dapat ditindaklanjut: dengan

cepat melahu progedur yang telah ditetapkan.

Nama kota, tanggal, bulan, tahun
LoQBORY i meestata eI
{...NIP..., .. jabatan........... |

SSAnggota @00 essssasssenivmsssssseassssesssias
{...NIP..., ...jabatan............)

Permohonan Persetujuan /Pertimbangan Pemusnahan Arsip Kepada
Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)

Pimpinan Kementerian Sosial mengirim surat permohonan
persetujuan pemusnahan Arsip kepada Kepala ANRI disertai
lampiran berupa Daftar Arsip Usul Musnah dan Pertimbangan
Tertulis dari Panitia Penilai Arsip. Verifikasi langsung dan/atau
tidak langsung akan dilakukan oleh ANRI bekerja sama dengan Unit
Kearsipan Kementerian (Biro Umum). Dalam hal telah dilakukan
telaahan dan arsip usul musnah telah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, maka Kepala ANRI akan
mengeluarkan Surat Persetujuan Pemusnahan Arsip.

www.peraturan.go.id



2022, No.603 _70-

f. Penetapan Persetujuan Pemusnahan Arsip oleh Pimpinan
Kementerian Sosial ke ANRI
Pimpinan Pencipta Arsip mengeluarkan penetapan terhadap Arsip
yang akan dimusnahkan dengan mengacu pada persetujuan tertulis
dari Kepala ANRI dan pertimbangan tertulis dari panitia penilai
Arsip Pencipta Arsip.

g. Pelaksanaan Pemusnahan Arsip

Pemusnahan Arsip dapat dilakukan dengan cara, antara lain:

pencacahan, penggunaan bahan kimia, atau pulping.

Arsip yang tercipta dalam pelaksanaan kegiatan pemusnahan Arsip

wajib disimpan oleh Pencipta Arsip, meliputi:

1) keputusan pembentukan panitia pemusnahan Arsip;

2) notulen rapat penitia penilai pemusnahan Arsip pada saat
melakukan penilaian;

3) surat pertimbangan dari panitia penilai kepada pimpinan
Pencipta Arsip yang menyatakan bahwa Arsip yang diusulkan
musnah dan telah memenuhi syarat untuk dimusnahkan;

4) surat persetujuan pemusnahan Arsip dari Kepala ANRI untuk
pemusnahan arsip yang memiliki retensi sekurang-kurangnya
10 (sepuluh) tahun;

5) keputusan pimpinan Pencipta Arsip tentang penetapan
pelaksanaan pemusnahan Arsip.

6) berita acara pemusnahan Arsip

7) daftar Arsip yang dimusnahkan.

Ketentuan pelaksanaan pemusnahan Arsip meliputi:

1) pemusnahan Arsip dilakukan dengan pembuatan berita acara
pemusnahan beserta daftar Arsip usul musnah yang dibuat
rangkap 2 (dua);

2) berita acara tersebut ditandatangani oleh pimpinan Unit
Pengolah yang arsipnya akan dimusnahkan, pimpinan Unit
Kearsipan, dan disaksikan sekurang-kurangnya 2 (dua) pejabat
dari unit hukum dan/atau unit pengawasan,;

3) pemusnahan Arsip dilakukan secara total sehingga tidak dikenal
lagi baik fisik maupun informasinya dengan cara pencacahan,
dan atau dengan cara lain yang tidak berdampak polusi

lingkungan.
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4) arsip yang tercipta dalam pelaksanaan pemusnahan arsip wajib
disimpan oleh Pencipta Arsip, meliputi berita acara pemusnahan
arsip, daftar arsip yang dimusnahkan, dan surat persetujuan

pemusnahan arsip.

Format Berita Acara Pemusnahan Arsip

BERITA ACARA PEMUSNAHAN ARSIP
1\ {3)1110) £
Pada hari ini, ..., tanggal ...., bulan ..., tahun ......, yang bertanda tangan

tercantum dalam Daftar Arsip yang Dimusnahkan, terampir ...... lembar,
Pemusnahan arsip secara total dengan cara .......ccooiivveiivines
Saksi-Saksi Kepala Unit Kearsipan
1. (Kepala Unit Pengolah) e
GREEAR) 320000 csedcsmmedcevomeds

3. (Unit Pengawas Internal) s
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PEMUSNAHAN ARSIP INAKTIF
DI LINGKUNGAN UPT/ BALAI

]

UFTLEALY |3 o ECGETARNIICNEN |4 )  EEQINUM —
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Gambar 22. Skema Alur Pemusnahan Arsip Inaktif di Lingkungan
UPT/Balai

Penyerahan Arsip Statis
Arsip Statis adalah Arsip yang mempunyai nilai guna permanen dan
telah habis masa simpannya dan dinyatakan tidak diperlukan lagi
dalam kegiatan operasional Kementerian Sosial.
Prosedur penyerahan Arsip Statis Kementerian Sosial dilakukan sebagai
berikut:
a. Penyeleksian dan Pembuatan Daftar Arsip Usul Serah
1) memeriksa daftar Arsip Inaktif dan meneliti Arsip yang sudah
habis masa simpan inaktifnya dan berketerangan permanen
sesuai JRA;
2) mengelompokkan Arsip yang sudah diperiksa berdasarkan
jenis/Seri arsip sesuai dengan Klasifikasi Arsip;
3) mencatat jenis/Seri Arsip yang akan diserahkan dalam daftar
Arsip usul serah;
4) memasukkan Arsip ke dalam Folder dan mencantumkan nomor
Arsip sesuai dengan nomor yang tercantum dalam daftar Arsip
usul serah;
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5) memasukkan Arsip ke dalam boks dan memberi Label boks.
pada Label dicantumkan informasi antara lain tentang: nama
dan logo kementerian, nomor boks dan nomor Arsip yang

dimasukkan ke dalam boks.
Tabel XVI
Daftar Arsip Statis Yang Diserahkan
DAFTAR ARSIP STATIS YANG DISERAHKAN
Nama Pencipta (1):
Alamat (2)
Kode Uraian Jumish
N . 4 K W Jumle
O it | Bt Arip e e [P
3) 4 5) (6) 7 (8)
...... ftempat), tanggal, tahun ......
Yang mengajukan Menyetujui,
Pimpinan Pencipta Arsip Kepala Lembaga Kearsipan
ttd. ttd,
(Nama jelas) (Nama jelas)
P vsrnainmins
Keterangan:
(1) Nama Pencipta : Kementerian Sosial
(2) Alamat ¢ Alamat Kementerian Sosial
(3) Nomor ¢ nomor urut arsip
(4) Kode Klasifikasi : berisi kode Klasifikasi Arsip
(5) Uraian Informasi Arsip : uraian informasi yang terkandung
dalam Arsip
(6) Kurun Waktu : tahun terciptanya Arsip
(7) Jumlah Arsip : jumlah Arsip (lembaran, Berkas)
(8) Keterangan : Informasi khusus yang penting

untuk diketahui, seperti: kertas
rapuh, Berkas tidak lengkap,
lampiran tidak ada, tingkat keaslian
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dan sebagainya.

b. Penilaian Arsip
Daftar Arsip usul serah dilakukan penilaian dengan melakukan
verifikasi secara langsung terhadap fisik Arsip dan hasil penilaian
dituangkan dalam pertimbangan tertulis.

c. Pemberitahuan Penyerahan Arsip Statis
Mengajukan surat penyerahan Arsip Statis dari Kementerian Sosial
kepada Kepala ANRI disertai pernyataan bahwa arsip yang
diserahkan merupakan merupakan Arsip autentik, terpercaya,
utuh, dan dapat digunakan.
Proses pemberitahuan penyerahan Arsip Statis harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut:
1) menyampaikan surat permohonan penyerahan Arsip Statis dari

pimpinan Pencipta Arsip kepada Kepala ANRI

2) menyampaikan daftar arsip usul serah; dan
3) menyampaikan surat pertimbangan oleh panitia penilai arsip.

d. Verifikasi dan Persetujuan

Tahapan verifikasi dan persetujuan penyerahan Arsip Statis:

1) ANRI melakukan verifikasi daftar Arsip usul serah berdasarkan
permohonan penyerahan Arsip Statis dari Kementerian Sosial.

2) ANRI memberikan rekomendasi atas hasil verifikasi daftar Arsip
usul serah terhadap Arsip yang diterima atau ditolak kepada
Kementerian Sosial.

3) ANRI memberikan persetujuan atas daftar Arsip usul serah dari
Kementerian Sosial

e. Penetapan Arsip Yang Diserahkan
Pimpinan Pencipta Arsip mengeluarkan penetapan terhadap Arsip
vang akan diserahkan kepada kepala ANRI dengan mengacu pada
persetujuan dari Kepala ANRL

f. Pelaksanaan Serah Terima Arsip

Pelaksanaaan serah terima Arsip Statis oleh pimpinan Pencipta
Arsip kepada Kepala ANRI dengan disertai berita acara, daftar Arsip
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usul serah dan fisik Arsip yang akan diserahkan, yang masing-
masing dibuat dalam rangkap 2 (dua) yaitu rangkap pertama
ditujukan untuk Unit Kearsipan dan rangkap kedua ditujukan
untuk ANRL

Format Berita Acara Serah Terima Arsip Statis

KOP KEMENTERIAN SOSIAL

BERITA ACARA SERAH TERIMA ARSIP

DARI KEMENTERIAN SOSIAL KEPADA ANRI

Pada han inj, ........ , tanggal ......... , bulan ........ , tahun ... %
bertempat di .... (Nama tempat dan alamat), kami yang bertanda tangan
di bawah mni:
1. Nama

NIP

Jabatan -
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA bertindak untuk dan atas nama
[PENCIPTA ARSIP yang menyerahkan).
2. Nama :

NIP

Jabatan 3
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA bertindak untuk dan atas nama
Arsip Nasional Republik Indonesia, telah melaksanakan serah terima
arsip Kementerian Sosial yang memiliki nilai guna nasional seperti yang
tercantum dalam daftar arsip terlampir untuk disimpan di Arsip
Nasional Republik Indonesia.
Berita acara ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan
PARA PIHAK menerima satu rangkap vang mempunyai kekuatan hukum
sama.

Dibuat di....... (tempat)....... (tanggal)

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
Jabatan Jabatan
Tud Ttd
Nama tanpa gelar Nama tanpa gelar
NIP.Ssiniaiaag NIP. G sinniais
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BAB III
KLASIFIKASI ARSIP

A. Latar Belakang

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta mewujudkan pencapaian
visi dan misi organisasi, setiap organisasi menyusun dan melaksanakan
program dan kegiatan. Pelaksanaan tugas dan fungsi akan menghasilkan
arsip, yang jumlahnya tergantung dari banyaknya fungsi dan aktivitas
organisasi tersebut. Oleh karena itu, untuk memudahkan Pencipta Arsip
dalam mengenali jenis-jenis Arsip yang telah dibuat atau diterimanya, periu
dilakukan pengklasifikasian atau pengelompokkan arsip berdasarkan
fungsi dan kegiatan organisasi.

Klasifikasi Arsip menjadi kerangka dasar untuk pengkodean (coding)
dalam penciptaan, penggunaan dan penyimpanaan, serta Penyusutan
Arsip. Klasifikasi Arsip dalam proses penciptaan Arsip digunakan sebagai
dasar penomoran surat. Klasifikasi Arsip dalam proses penggunaan
digunakan sebagai dasar pemberkasan dan penemuan kembali (retrieve).
Klasifikasi Arsip dalam Penyusutan Arsip, digunakan sebagai dasar
penyusunan JRA.

Klasifikasi Arsip merupakan salah satu instrumen wajib yang harus
dimiliki oleh Pencipta Arsip dalam Penyelenggaraan Kearsipan suatu
lembaga sebagaimana yang diamanatkan Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang
Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Tahun 2009 yang menyatakan bahwa untuk mendukung pengelolaan Arsip
Dinamis yang efektif dan efisien Pencipta Arsip membuat Tata Naskah
Dinas, Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, Serta Sistem Klasifikasi
Keamanan dan Akses Arsip. Klasifikasi Arsip yang disusun harus
berdasarkan fungsi dan tugas Pencipta Arsip sehingga dalam melakukan
pemberkasan, penyimpanan, dan penemuan kembali arsip serta
penyusutannya berjalan sesuai dengan mekanisme pengelolaan arsip yang
efektif dan efisien.

Klasifikasi Arsip dapat digunakan sebagai pedoman untuk menata fisik
dan informasi Arsip sehingga mampu merekam dan merekonstruksi
kegiatan secara utuh dan faktual dari pelaksanaan kegiatan organisasi.
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Klasifikasi Arsip merupakan dasar dalam penyusunan jenis Arsip yang
tertuang dalam JRA suatu lembaga. Hal ini untuk menghindari perubahan
struktur berkas, baik masa aktif dan inaktif, maupun dalam penyusutan
Arsip.
B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan acuan
Pencipta Arsip dalam melakukan penomoran surat, pemberkasan arsip,
penemuan kembali arsip dan sebagai dasar Penyusutan Arsip. Tujuannya
adalah terwujudnya sistem pengelolaan arsip secara terintegrasi sejak
penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan hingga Penyusutan Arsip.

C. Prinsip Penyusunan Klasifikasi Arsip

1. Penyusunan Klasifikasi Arsip untuk Pencipta Arsip di Kementerian
Sosial disusun oleh Unit Kearsipan dengan mengikutsertakan
perwakilan dari masing-masing Unit Pengolah setingkat eselon II di
lingkungan Pencipta Arsip.

2. Klasifikasi Arsip merupakan pengelompokan dokumen {arsip) menurut
permasalahan dari seluruh proses kegiatan yang dilakukan oleh Unit
Kerja dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya.
Pengelompokan dimaksud dilakukan secara sistematis dan logis serta
berjenjang dengan diberi tanda-tanda khusus yang berfungsi sebagai
kode.

3. Susunan Klasifikasi Arsip Kementerian Sosial mengikuti sifat masalah
dan sub masalah sesuai dengan tugas dan fungsi setiap unsur yang
ada dalam struktur organisasi Kementerian Sosial, yaitu:

a. Klasifikasi Fasilitatif.
Merupakan kegiatan yang menghasilkan produk administrasi atau
penunjang. Fungsi tersebut dilakukan oleh Sekretariat Jenderal,
Inspektorat Jenderal, Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluh
Sosial, tata usaha unit organisasi eselon I1/UPT.

b. Klasifikasi Substantif.
Merupakan kegiatan pelaksanaan tugas operasional/pokok
Kementerian Sosial. Fungsi tersebut dilaksanakan oleh Direktorat
Jenderal.

4. Unsur yang terdapat pada Klasifikasi Arsip baik Klasifikasi Fasilitatif
maupun Klasifikasi Substantif terdiri dari tiga unsur yaitu:
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a. pokok masalah merupakan masalah utama yang terdapat pada
klasifikasi diberi kode huruf ganda yang mengandung arti singkatan
penyebutan pokok masalah;

b. sub masalah merupakan bagian dari pokok masalah yang diberi
kode angka secara berurutan dari 01,02, dan seterusnya; dan

c. sub-sub masalah merupakan bagian dari sub masalah yang diberi
kode angka secara berurutan dari 01,02 dan seterusnya yang
diawali dengan 2 (dua) angka di depannya sesuai dengan kode sub
masalah.

5. Pemberian kode Klasifikasi Arsip atau penomoran pada setiap naskah
dinas, kode huruf untuk pengenal pokok masalah ditempatkan pada
bagian pertama dari susunan kode, sedangkan kode angka untuk sub
masalah ditempatkan pada bagian kedua dan sub-sub masalah
ditempatkan pada bagian ketiga dari susunan kode.

D. Tata Cara Penggunaan
1. Kode Klasifikasi Arsip

Sebagai konsekuensi dari kode Klasifikasi Arsip, penyimpanan

dokumen disesuaikan dengan permasalahan atau bidang masalah.

Dalam pemberkasan surat masuk dan surat keluar tidak dipisahkan

dan apabila saling berkaitan permasalahannya perlu disatukan, dengan

demikian urutan permasalahan menjadi lengkap dan surat-surat yang
berkaitan dapat disatukan menjadi satu Berkas.
2. Pemberian Kode

a. perlu diingat bahwa Klasifikasi Arsip ini disusun berdasarkan fungsi
dan proses kegiatan. Pengelompokan tersebut meliputi unsur
penunjang dan unsur tugas dari organisasi dalam lingkungan
Kementerian Sosial. Memberi kode, berarti menentukan tempat
dalam Berkas.

b. pemberian kode klasifikasi pada suatu naskah, harus benar-benar
dipahami isi dan makna dari suatu naskah. Maksud yang
terkandung dalam naskah tidak cukup dibaca perihalnya dan
ditafsirkan sendiri.

c. Keberhasilan dalam pemberian kode klasifikasi bergantung kepada
kecermatan dan keterampilan kerja dalam menafsirkan masalah-
masalah yang utama dalam klasifikasi tersebut, sehingga akan

www.peraturan.go.id



79 2022, No.603

terhindar dari kekeliruan pemberkasan dokumen yang disebabkan
kesalahan pada pemberian kode.
d. Pemberian kode Klasifikasi Arsip mengacu pada kode Klasifikasi
Arsip Kementerian Sosial.
3. Penemuan Kode
Setelah ditemukan pokok masalah, sub masalah, dan sub-sub
masalah, tahap berikutnya adalah penemuan kodenya dalam pola
klasifikasi sesuai dengan kelompok fungsinya baik klasifikasi fasilitatif
atau klasifikasi substantif. Pencarian kode angka dilakukan sesuai
dengan pokok masalah yang berhubungan dengan sistematikanya.
Perlu diketahui masalah utamanya untuk dapat menentukan sub
masalah guna menampung isi naskah dimaksud.

Tabel XVIII
Table Kode Klasifikasi
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PR .02 00 02 00 [Pery R woal A POR)
Neaskah-cunsiah yang beck o GO yang ardern lmn berupa
Angoaran Lemb, {RKAXL), Pegu
IANGEaran, panyLasunan RKAXL Pagu Nckesi Anggacan, Daftar ksian Pagu Anggaran (DIPA) Mume
dan Poturyuk Operssional Keglatan (POK) Awal
0201 0201 [Usitan dan Py Torget Py Nogara Busan Paak (PNBP)
Naskah naskah yung bev dengen p canaan PNBF
PR 02 00 02 02 |Standar Harga Saluan Pecancansan B g (SHSPEB)
AN cnehal yang berkaits (1) stanciarises ga sHluan p b ang
02 03 02 O3 |Stander Bays Kel (38K
syt yang Backiitan dengee slancie blays veliee
R 53 |Fiewisl Doktmen Angg
R.03 00 0300 [Revis DIPA dan POK
Mggka byt yang bercadan g twvind [DIPA dan POK
PR.00.0 00 o Bl bal e
Naskah naskan yang beanan deng e ggaran & e baihan
R 00 00 00 02 {Angesw un Purcspalun dun Boangs Neg Perub NPy
faskan nas 1 yang berkaitan deng AFEN ponubanan
lpee 0 [
0
PR 0600
PR 0501
R 06 D2
progross report
PR 0603
PR.00
PR.O7 00
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- :

KU

KU.00

KU .00 00

KU.0001

KU.00 02

KU.00.03

KU 00 04
Naskah-nasksh yang berkailan dengan peny snggaran yang antara lain becupa
mewwﬂmmmnm Pagu
Anggaran, peryusunan RKAKL Pagyu Alokas Anggaran, Daftar Isian Pagu Anggaran (DIPA) Mumi
dan Palunpk Operasiona Kegiatan (POK) Awal hingga pelaksanaan anggaran pembangunan

KU.00.05 00,05 | Surat Rincian Alokasi Angparan (SRAA)

KU.00 06

KU.00.07

KU.01

KU 01.00

KU 0131

KU.01.02

| — |Naskatvniaskah yang berkaitan dengan hvbah dalam negen dan luar negen

KU 02 02 |Per

KU.02.00

kU2

KU 0202

KU 0203

KU.02 04
Naskanh-naskah yang berkaiian dengan kegiatan pengslolaan perbendaharaan berupa Barea Acara
Pemenksaan Kas

WU.03 03. | Pengujan coxumen SPP dan Penerbitsn SPM

KU.03 .00 03.00 |Surat Permirtaan Pembayaran

| v E— Pamb

KU.03.01 03.01 |Surat Penntah Membayar

barksilan sural meen
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gl i =
KU.03.02 03.02 | Buku Kas Umum dan Buku Pembantu
Naskanh-naskah yang berkaitan dengan pengedolaan buku kas umum dan buku pembaniy
KU 04 04 |VenTikasi, Akuntans! dan Peiaporan
KL 400 04 00 [Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pertanggungiawaban pelaksanaan kegiatan anggaran
|pendapalan belania negara
KU 0 04 01 |Pengu dan, Py Evaluani dan L Keuangan
Naskah-naskah yang berkaitan dangan realisas! laporan kewangan negana
KU.04.02 04.02 | Rakens#ias dan Data Laporan Keuangan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan peryesuaian dala neraca keuangan negan
KU .05 05 |Venfikasl Anggaran
Naskah-raskah yang berkaitan dengan kegiatan pengeiciaan perbendah b dergan
penguian/pensitan kebenaran peranggungawaban pengeluaran disertal dengan dokumen
pertanpgungiawaban anggaran
XU.06 06. |Akurtansl dan Pelaporan
Naskah-naskah yang berksitan dengan perhitungan anggaran dan pelaporan
Misalnya:
@ Laporan Kevangan.

b, Laparan Realisasi Anggaran, dan

. Neraca den Catstan atas Laporan Keusngan (CALK)
3 (o7 ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN

0T %0 00 [Organaam
0T 0000 00 00 | Struktur lugss dan fungs orgaresas

Naskah.nssksh yang berkaitan tentang Strukiur tugas dan fungsi organsasi
| Msanya

2. Pembenrtukan

|b Pengunahan

ic_ Pembubaran

0T 00.01 00.01 |Evaluasi organisas
Naskati-naskah yang berkailan tenlang evaliss orgarsas
0T 0002 00 02 | Organisasi Perubahan
Naskahnaskat yarg berkaitan ientang orgenisas! perubahan
o701 01 |Tata Laksana

0T 0100 01.00 [Sistem dan Prosedur Kets

Naskah-naskah yang berkaitan tentang sstem can prosadur keqa

Msanya

3 SOP/ Prosedur Tetap

|b Pemyusunan dan Penyelarasan Proses Biare

. Evalussi Proses Bismis

@ Pemyusanan dan Penyelarasan SOP

& Monitoring dan Evalussi SOP

OT 0101 0101 | Pemnbakuan saana karja

| Naskah-naskah yang berkaitan tentang Pembakuan heria

010102 01.02 | KeganiAnalss abatan/Anaias manajemen sana perylUiunan ketalalacsanaan

Naskah-naskah yang berkaitan tentang Kagan'/Anaksis jabatan/Analisis manalemen serta
|penyulunan ketatalaksanaan
Mesainya

& Analnis orgarisas

b Uraan aoatan

e Analisis beban kerja

d Pets jabatan

e Evaiuas: Jabatan

0oro103 0103 |Analss Jabatan

Naskah-naskah yang berkaitan tontang analisis jab

Msanya

& Anaisis Jabatan Stukbural

b Aravisis Jabatan Fungsionsl Tedenty

c. Analisis Jabatan Fungsional Umum

OT0104 01.04 | Standar kom patens: |abatan

Naskah-naskah yang berkaitan tentang Standar kompetens: @batan
[ Misanya

& Standar Kompetensi Jabatan Strukursl

b swmmmyu#w
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3

02, |Interralisasi Reformasi Brokras|

Nagkah naskah yang berh 1 lentang internalisas: reformasi brokrasi
oT.03 03. |Orparvsasi Non Kednasan

Naskah-naskah yang berkaftan tentang crganisasi non kedinasan
Misainya:

o KORPRI

W

|b_Dharma Wanita
4 |Kp KEPEGAVINAN
KP 00 | Formasi
KP 00.00 00.00 | Usulan dari Unit Kerjs
Naskah.naskah ASN dan Non ASN yang berksitan dengan usulan kebuduhen pegawai yang
ciayukan darl unit kena
Misalnya:
& Analisis jabatan
'h Baban herja
KP00.01 00.01 |Usulan Permintaan Formas: kepada MenPan dan RB dan Kepala BKN
Naskah-naskah ASN yang berkaran dengan usulon kebuluhan pegawal kepada MenpanRB dan

Kepala BEN
KP.00.02 00.02 | Persoh.yuan F dan Monpan dan RS can Kopaa BKN
Naskah-naskah yang terkait dengan persetujuan formasi dan MenpanRB dan BKN
KP.00.03 00.03 | Penstapan Kebutuhan Pegawal Umum dan Formas: Khusus/Tectentu
Naskah-naskah yang berkaltan dengan penetapan kebutuhan pegawa: umum can formasi
khusus/tertenty

Misalnya

8 Formas khusus putra/puln Papua dan Papua Barat
- |b. Formasi penyandang disabilitas

KP 01 01, [Penerimasn Pagawal Aparstur Soll Negara (ASN) den Non ASN

KP.01.00 01,00 | Penerimaan Caion Pegawal Negen Sipl

| Penenmaan Naskah-naskah yang berkaitan cengan penenmaan pagaws, mulas dan pengumuman,
lamaran, pamanggilan, tes! Sampa dengan PangLmuman penermaan

Misalnya:

8. Proses Panarimaan Pegawal

b. Penatapan Pengumuman Kelsusan

KP01.01

I
KP.01.02

KP 02 @, gatan Pegawa Aparatur Sipal Niegava (ASN) can NonASN

KP 02 00 ‘ 0200 [Pangangkatan Calon Pegawas Negeri Sipi
Naskah-naskah yang berkatan dengan pengangkatan Calon Pegawar Negen Sipil
Misalnya:
0. Nota usul den kelengkanan penetapan NIP,
|b. Nota Penetapan dan BKN,
¢ SK CPNS dan
d Sural perny melaksanakan luges.
KP 0201 02.01 | Pengangkatan Pegawai Negen Sl

Naskah-naskah yang berkafian dengan pengangkatan Pegawar Negen Sipil yang antara lain yaitu
| keputusan pengangkatan PNS, pengambilan sumpahiani PNS, berita acara pelantkan PNS

KP 02 02 02 02 | Pengangiatan PPPK

Naskah-naskah yang berkafian dengan kegiatan pangangkatan PPPK yang arcara fain yatu
keputusan pengangkatan PPPK, perjanjian kerga antara Pejabat Pornbina Kepegawaian dergan
PPPK. berita acara pelantkan PPPK

KP.02.03 02.03 |Pengangkatan Non ASN

Naskahnaskah yang berkailan dengan kegatan pengangkaian Non ASN yang antara lain yailu
keputusan pengangkatan Non ASN, perjangan kena antara Pejobat Pembuat Komitmen dengan
Non ASN, perfanjian kontrak kerja

Mutsal Pegaws _

00 03,00 |Alih Status, Pindah instangs, Pindah Wilayah Keja. Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan
Samantara, Pemindahan Sementara, Mutast antar Ui

8l
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NO.| " ase SUB KLASIFIKAS!

KP.O3.01 [ 'mm {ndah, anak, corss, atau kematian)

Naskah naskah yang berkatan dengan dalaatorangan pegawa dan keluarganya
| Mesainyn:

& Surst [zin Pemikahan/Perceraian

|b. Surat Penolakan zin Perrikahan P aan

c. Surat Nikah/Cerai

d. Akle Kelahiran Anak

@ Surat Keterangan Adopsl Anak

I_Sura Keterangan Meninggal Duna

KP 0302 0302 [Kenaikan Oaj Barkala (KGS)
Naskah-naskah yang beckatan dengen kenalkan gaj berkata

Misabnya

a SK KGH penode sebelumnya,

b Swrat permohonan dan unit kenja, dan
U c. SK KGB.

KP.03 03 03 03 | Pedinjatsan Masa Kena

Nasksh nasksh yang berkatan dengan penyesusian masa kega dan inpassing

KP.03.04 03.04 | Konaikan Pangkat/Golongan Ruang

Naskah naskah yang beckatan dengan kenaikan pangkal dan golongan ruang pegawal

KP 03 05 MMWYmemm

Naskah-naskah yang berkatan dengan penywsusian hurjangan helusrgs
KP 03 06 03 08 | Pery Kelas Jabat

Naskah-naskan yang berkatan dengan penyesuaian kelas jabatan sehubungan dengan

| promosiidemosirolas [abatan pegawai
KP.04 04. [Pengsngkatan den Pembernentan Jabatan

KP 04 00 04.00 memmmmm
M yong berk dangon pangangkatan dan pembehertan dalam jabatan strukiural
Misainya:
a SK Jabatan;
b Berits Acars Sumpsh Jabatsn

© Sural pernyataan melaksanakan tugas,
d. Surat permyataan menduduki jabatan’

(8 Surat permyataan pelantican,

f Berita acara serah tenma jabatan: don

I3 Badan Pertim Jabatan dan
KP4 0 04.01 [Pengangiatan dan Pembarhentan Jabatan Fungsional
| Naskah-naskah yang berkatan dengan pengangk dan p dalam @hatan fungsional
KP 0402 04.02 | Kenaikan Jenjang Jabstan
Naskah-naskah yang berkatan dengan jergang jabatan dan akh jabatan struktural maupun
lungsionat
|KP 05 as W g
KP 05 00 0500 Pmumomm

Taskah dangan kegiatan perun|ukan pefabat palaksana JIgas uiuk
| memmmmm

KP 05 01 0501 | Pelaksana Hanan {(Ph)

Naskah-naskah yang berkatan dengan kegiatan perunjukan pojabat pelaksana hanan dikarenakan

06. |Pembinaan Pegawal

06
KPP 00 00 06.00 | Usulan Tugas Beajar/|jin Belajar
Naskah-naskah yang berkatan dengan usulan tugas belajar atau zn belajar dan awal sampai akhir

KPP 06.01 06.01 [Usulan Uen Penyesuaian lazah
wmmmmwnnwmnmummwMumw

P 06 02 oo.oz'ﬁnoim
Naskah naskah yang beckaitan dengan peiaksanaan uian 6nas bagi Pegawai Neger Sigll |
KP 06 03 0603 | Uan Kompedarns:

Naskah-naskah yang berkatan dangan pelaksanaan wian Kompetensl, proses penfiaisn sampsi
dengan pemetaan polens)

Masainya.

# Opan Bidding
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|b. Assesment (penilaian)
¢ Pemelsan Polensi Pegs
KP.08 04 08 04 | Pemanggilan dan Pemenksaan Pegawns
Naskah-naskah yang bedkaitan dengan p aglan can pemariksaan dalam mngka pambmaan
KP.08.05 06.05 | Sasaran Kea Pegawal (SKP) dan Penlaian Prestasi Kerja

Naskah-naskah yang bevkaltan dengan penilaan kinerja pagawal dan Prestas: Kera termasuk yang
barkaitan dengan pengajuan Daftar Usu! Penetapan Angka Kredt/Dattar Usul Penatapan Nia
Kinerjs jabatan fungeional

KP 0506 06.08 | Pembinsan Mental
Nosxah-naskah yang berkaitan dengan pembnaan mental pegawar tormasuk didalamnya ceramah
. |keagamaan
KP.08.07 06.07 |Kode Etk
Naskah-naskah yang bevkarlan dengan ketentuan peraliran perundang-undangan yang mengatur
kode elik pegawn
KP.05 08 05.08 | Disiplin
Naskah-nasiah yang berkaitan dengan disiplin pegawai,
Misalnya:
a Penjatuhan hukuman disiphn, dan
- - b. Surat keterangan tidak pemah mendapatkan hukuman displin
KP 07 07 |Tata Usaha Kepegawaan
[kP.07.00 07.00 | Data Personal Pegawal
Naskab-naskah.naskah yang bevkaitan dengan nformasi dats il PNS yang antara isn terdiei darl
nomor induk ail_tem lahr_status can alamal
KP.07 01 07.01 [Kanu Pegawa
Naskah-naskah yarg derkaitan dengan pengurusan kartu pogawal
KP.07 012 D7.02 [Kans! Karsu
Naskah-naskah yang bedkaitan dengan pengurusan Kartu Istri (Kars) atau Kartu Suan (Karsu)
KP 0703 07.03 [Tanda
Wmmmuu;ummmm(smm
Karya Satya, Penghargaan pegawai eladan
KP 0704 07.04 |Kehadiran Pogawal

Nagkah-naskah yang berkaltan dengan kehadran atau ketidakhadiran pegawal
|KP.03 08 |Kesejatiaraan Py

KP 08 00 08,00 | Perumanan (TAPERUMTAPERA, birya uang muka)
Naskah-naskah yang berkaltan dengan pembanan bantuan pecumahan
KP.08.01 08.01 | Taspen
Naskah-naskah yarg berkaitan dengan labungan pensiun pegaws
KP.0802 08.02 |Uang Dukas Tewas
mmhAnmmmmmwthnmwm
- aiam mergalankan tugas
KP.0803 08.03 | RekreasiKesanian/Olatvaga
Naskah-naskah yang berkaltan dengan rekreas kesenian dan olahvaga
KP.0j 04 08,04 | Bantuan Sosial

Naskah-naskah yang bedkailan dengan pembenan bantuan alau lunjangen sosial kepada pegawsal
dan ksluarganya yang mengaiami musibah termasuk o dalammya bantuan sosial yang diberkan
oleh atay kepada pihak lain, sumbangan-sumbangan lainnya

KP 08 05 08 05 | Asuransi Kelenagakerjasan
1 [ Naskah naskah yang berkaltan dengan asuransi keloragakerjaan bagiNon ASN |
KP 08 06 08 08
Naskah-niskah yarg berkailan dengan peak hesrjs pegawal
I_Kzns 08 [Pembinaan Jabatan Fungsionsl
KP,08.00 09,00 | Javatan Fungsional Umum
e Naskah naskah yarg berkaltan dengan pembinaan Jabatan FunguonalUmwen
KP.0%.01 09.01 [ Jabatan Fungsional Tertertu
¥
KP10 |10 [Pmberhentian Pegawai
KP 10 00 10 00 | Dengan Hormat
| Noskah-naskah yang beshaitan dengan kegistan pemberhend dengan h t, baik ates
immmmmpmmmnbﬁmummmmmn
mukei dari pengsjuan p wjan dikeluark SKp /SK p

termasui o mmmmwmwmm Ynaewumuﬂm!u (JHT)

KP10.01 10.01 | Tidak Dengan Hormat
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembarhanban pegawai tidak dengan hormat mulai dan
[pangapinn proses pemberhentian sampai dkeluarkannys SK pembechentan
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KP 11 n.fiommnmmvmmmwwmsmrm
Naskah-naskah yang b dan penelapen pensiun pegaway Jands/ Duda’
i PNS_WMMMWI&)
KP 12 12 |Cuti Peg
KP 1200 uwlmrm
dan et tahunan
KP 1201 10 Imm
— MEKaT yang ©
KP 1202 1202 |Cut Sakt
Naskah yang barkaitan dengan dan pembaeran culi sakil
KP 1203 1203 |Culi Beraain
= Naskah-naskan yang bedcaitan dengan permintaan dan pambenancutibersabn |
KP 1204 12 04 | Culi Karena Alasan Peating
KP 1205
KP 1208
KP.13
KP 14
KP 15
5 [HK
HK. 00
HK 00 00
HK.00.01
HK.00 02
HK.00.03
MK 00 D4
Nashah-naskah yang berallan cengan peryusunan muses dorl rancangan dral sampes dengen final
Maalya:
& Peraturan badan, lambege, atau komisi yang setingkal yang dbentuk dengan undang-undang
atau pamerintah pusat atas petirdah undang-undang
b Pecaturan Pamarintah Daerah Provine atau Kabupaten®ota
¢ Peraturan Gub atay Kabupaten®ota
HK.01 01, |Naskah/nstrumen hukum lsinnys
Noskah-naskah yang berkatan dengan pomvosessn suatu naskah atau instrumen hukum lannya dan
Misainya
4 Sutal Edaran
b. InstruksuKeputusan Prosidan
-] IMWMMWTmmMNWLM
ga Negara, Gubemur, dan Bupati'Wall Kota
d. MW(W)ququ-mA
@. Keterangan PamenntatvDawan Perwakilan Rakyat. Keaimpulan Pressden atas Permohonan Uyl Maten!
undang-undang lehadep Undang-Unidang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 d Mahkaman
Konsstus| dan Jawaban Termohan atas Permohonan L Matord Peraturan Parundang-undangan dibawah
Undacy-Undang terhadap Undang-Undang & Mahkamah Agung dan Gupatan serta Jawsban Gugalan &
Pengadian Tola Usaha Negara
HK 02 02, [Pana
Naskah-naskah yang berkaitan dengan permasalahan pidana
Msalrya
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IA.WMM,
b Verificasi dan [denlifikas: Hikoum,
HK 03 03. |Perdata/Tata Usaha Negara
Naskah-naskah yang berkatan dengan penetaahan masalah/kasus
Misainya:
a3 Aset
0. Perbuatan Melawan Hukum
HK .04 04 |Kagan dan Telaahan Hukum
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kajian dan penedashan permasalshankasus hukum
Misalnya:

». Pencfaahan parmasalshan pidana,

o Penolaahan permasalahan perdata;

¢. Penalaahan permasaiahan Tata Usaha Negara;

d. Penelahaan administrasi kepegawaian / dsiplin kepegawalan

HK.05 05. |Evaluasi Naskah Hukum
Naskah naskah yang berkaitan dengan penyiapan pemantausn dan evaluasi terhadap naskah hukum di
bidang kesegahteraan sosial

PL PERLENGKAPAN

PL OO 00 [Rencana KebUtukan Barang MIlk Negara

Naskah-naskah yang berkaftan dengan peroncanaan dan ponelsahan kebutuhan Barang Milk Negara
(BMN) barupa tanah dan atau bangunan dan selan tanah dan/ atau bangunan

Misalnya:
a Hasil penelaahan kebutuhan Barang Milik Negara (BMN)
b. Parubahan hasil penalaahan rencana kebutuhan Barang Miik Negara (BMN)

PL00.00 ‘oo.oo Rencana Kebutuhan Barang Tidak Becgerak
[PLO0.01 00.01 |Rencana Kebutuhan Barang Bergerak
|PLOD.0Z 00.02 | Rencana Kebutuhan Barang Pecsadiasn
PL0003 | 00.03 |Rencana Kebituhan Pengadaan Jasa Konsuitasi dan Jssa Lainays
PLOD 04 00 04 | Rencona Kebutuhan Aset Tak Berwupud
PLOY 01 |Pengadaan Barang Mtk Negara
|Naskah-raskah berkaitan daan barang dan jasa pemennian

[PLoT.00 m.oolsm Tidak Bergersk

Naskah.naskah yang berkailan dengan pengadaan barang bdak bergerak
PLO1.01 01.01 |Barang Bergerak/Pengadean Asst Tetap

Naskah-naskah berkartan
PLOT.02 01.02 | Pengadsan Barang Persediaan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengadaan barang persediaan
PLO1 03 01.03 | Pengacaan Jasa Konsultas dan Jasa Lannya

Naskah-naskah yang berkaftan dengan pengadaan jasa konsuitasi
PLOT 04 01 04 | Pengacasn Aset Tak Berwujud (HAKI)

Naskaf-nasicah yang berkaitan dengan pengadaan aset tak berwigud (HAKI)
PL.0O2 02 |Penatausahaan Barang Milik Negara

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penatausahaan barang milik negara
02.00 [ Pembukuan Barang Milik Negara
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembukuan BMN

02 01 | Inwertaris Barang Mibk Negara

02.02 |Laporan Barang Milik Negara

Naskah-raskah
03 |Penggunaan Barang Miik Negara
Naskah-raskah yang berkaitan dengan penggunaan Barang Milik Negars
Meal

- Surat
o4 mmmﬁwm_sﬁ;mummm
Naskah-raskah yang berkattan dengan penetapan status penggunaan Barang Milk Negara
PLOS 05 |Pemantaatan Barang Milic Negara
PLOS00 05.00 |Sewa Barang Milk Negara
Nagkah-naskah yang berkaitan dengan sawa Barang Millk Negara berupa Tanah danetau
Bangunan dan selan Tanah dan/atau Bangunan
PLOSOY 05 01 |Pirgam Paker Barang Milik Negara
Naskah-naskah yarg berkartan dengan Pinjam Paxa: Barang Milik Nogara borupa Tanah can/atau
|Bangunan dan selan Tenah dan'atau Bangunan
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PLO5.02 05.02 [Bangun Sersh Guna Barang Milk Negara

Nasksh naskah yang barkailan dengan Bangun Serah Guna Barang Mill Negars berupa Tarah

dan‘atau Bangunan dan selain Teneh dan‘atau Bangunan

[PLOSGY 0503 |Bangun Guna Serah Barang Milk Negara
Naskah.naskah yang berkatan dengan Bangun Gune Serah Barang Milik Negara barupa Tanah
jden'stay Banguran dan selain Tansh doryatau Banguran
PLO5.04 05.04 | Kerja Sama Pemanfastan (KSP)Barang Milix Negara
PLOA

Naskah-nankal yang berkailan deogen Kers Saems Peeantaslan Bacang Wik Negars beoips
Tanah danstau dan selsin T darvatau Bangunan

06 |Permindahiangansn Barang Mik Negara

Naskah-naskah yang beckatan dengan pamindahtanganan Barang Milk Negara berupa tansh

dan'| AN mauoun selain tanah danbangunan

PL OB 00 08 00 | Poryunian Barang Millk Nogar
Naskah-naskah yang barkaitan dengan penjualan BIMN
PLOBDT 06.01 | Tukar Menkar Barsng Millk Negara
Naskoh.naskah yang berkaitan dengan ukar menukar BMN
02 08 02 | Hibah Barang Milk Negara
Un Naskah-naskan yang beraitan dengan hibah BMN
M 0803 08 03 | Periyertaan Moda! Permerintah Pusat

| Naskah-naskah yang berkailan deagan panyertaan modal pemeintah pusat

PLO7 07 |Pargbapusan Barang Mik Negara

Naskah-naskah yang berkatan dengan kegstan panghapusan barang sejak persiapan'pembentukan
pantia panghapusan. usil panghapusan. perdaian, palelangan sampal palagaran termasuk Bena

Acararya
PLO7 0D 07 00 | Pernusaiahan Barang Mikk Negara
- Naskah.nasksh yang berkaitan dengan kegistan pemusniohen BMN
PLOT.OY 07.01 [Penghapusan Barang Milk Negura karena pulusan pangadian
Naskah-riaskah yang berkaitan dengan kegistan penghapusan BMN karena putusan pengadilan
[Pl o702 07 02 [Penghapusan Barang Mitk Negara karena sebab-sebab wn
Nasksh.naskah yang barkaitan dengan kegistan penghapusan BMN karena setab.sabab lan
Misgirya:
& Tuntutan Gantl Rugl [TGR)
- b_Force Majeure -
lPLOO 08 |Unvt Kerja Pelayanan Pengadann Barang dan Jasa (UKPEYJ)
Naskoh-naskah yang berkatan dengan unt layanan pengadaan.
PLO800 08 00 |Kelompok Kera UKPSJ
| Naskah-naskah yang berkaitan dengan kelompck kena UKPEJ
P08 01 08 01 |Rencana Anggaran Biaya dan Kevangka Acuan Xena Pengadaan Barang dan Jasa
Naskah-naskiah yang bekadan dengan Rencana Anggaran Baya dan Kerangka Acuan Kenas
Pengadaan Barang dan Jasa
i Barang paka habs
b Barang irventans berupa barang bergerak dan barang bukan bergerak
c Josa
|¢ Sofware Komputar
7 |K8 |KESEKRETARIATAN
KS.00 00. |KmmW
KS 00 .00 00 00 [Urusan Dakam
Naskah-naskah yang berkartan dengan wrusan dalam dan pelayanan kesehatan
Misairya.
& Penggunaan ruang rapatpedung pertemuan, dan
|bPenggunaan istrik, air dan felenhone .
KS 0001 00 01 | Pelayanan Kesehatan
A * kah yang b dan dengan pelay kesehatan
Misadvya!
& Pemerkaaan layanan kesshatan pegawsl,
b Vaksin rutin tahunan. dan
¢_Kebersiban don pe inghungen kerje
KS.00.02 00.02 | Keamanan
Naskah-naskah yang barkaitan dengan keglatan pengamanan Ingkungan kantor dan rumah dnas
Misaiya.
la Daftar plet sstpam,
b Bukuwfomulir tamu
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KS 01 o1
Neaskah-nashah yang berkalan dengan kegialan pangurusan'pengsiolaan sural masuk dan surat keluer

Misairya:
a. Penomoran sural,
b Pengarahan
¢ Pancatatan
d. Pendistribusian surat,
4. Penggunasn cap/stempel.
1. Pargiiman surasbamng cetakan
KS 02 02 '

KS.02 00 . [0Zo0 L)

Naskah-naskan yang barkaltan dengan pemeiiharsan. penataan, penyimpanan, alih media hinggs
okaes pENQQUNAAN arsp

Misairya.

o Daflar arsip (daftar berkas dan daflar is bedkas)

b Daftar arsp Inakti!

¢ Skemna Penataan Arsp

d Peta Lokag Pemyimparan Assip

e Chekiist pengaturan subu dan femparstur ruang penyimp

. Pemedharsan Arsp dan ruang penyimpanan (sepert] keglatan fumigas:)

|o Berta acara Alih Mada Arsip

h. Daflar Arsip yang daiih mediakan

| Buku petrinjamen Arsin

= Formulir Peaniryaman
KS 0201 0201 |Pongelotsan Arsp Vital dan Arsip Terjaga

Naskah-naskah yang barkaitan dengan pengelolaan arsip vital can arep terjags
Misakya:

& Daftar arsip levjaga

‘ |b_Beria acara peryeranan salinan arsip terjaga
KS 02 02 02 02 | Peryusutan arsip
Naskah-naskah yang berkaftan dengan pemindahan pemusnahan dan penyerahan arsip

Miaairya

& Baota Acara Pamirdahan Arup

|b. Daftar Arsip Yang Dipindahkan

¢ 8K Tim Pamusnahan

¢ Surat usudan pemusnahan

#. Rekomendasl Pertimbangan’ Parseluuan Pemusnahan dan Kepala ANRI
1 Surat Keputusan Pemusnahan

|6 Berita Acara Pemusnahan

h. Dafter Arsip Musnah

| Surat Usulan Penyerahan Arsip Stats

) Rekomendas) Pertmbangan' Persetujuan Penyerahan Arsip

|k Berts Acara Penyorshen Arsip Slass

- |._Daftar Arsip Usul Serah
KS 0203 02.03 | Sistem Kearsipan (TNO, Klasfikasi, JRA, SKKAAD)

Naskah-naskah yang berkailan terdang Pembuatan Sislern Kearsipan (TND. Klasifikasl, JRA,

CIEE— lggwm

KS 0204 02 04 | Pembnaan Kearsipan

Naskah.naskah yang berkaitan dengan bimbingan. supervisipengawasan dan monitonng
Mesainya:
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Pefaporan Hesdl SupervisiPergawnmsan Kearspan
! Pelaporan Hasil Monitoring
K5.03 03. |Keprolokolan
Naskah-naskah yang berkatan vengsn kegiatan keprolokolen
Misalnya °
2 Kunungan Kesja Pimpinan
b. Upacaraificara Kedinasan
¢ Agenda Pimpinan
d. Pengumuman
5 [HM HUBUNGAN MASYARAKAT
HM.00 00. [Publikas: dan Pemberitaan
HM.00.00 00.00 | Siaran personferans! persifress release
Naskah-naskah yang backatan dengan siaran persfkonferensi pers/press /elease
HM 00.01 00 01 | Kunjungan Wartawan/Peliputan
Naskah-naskan yang berkatan dengan kunpungsn wartawan/peliputan
HM.00.02 meﬁMmm.
Naskah-nagkah yang berkaitan tentang dengan pubikasi hasil wawancsra
HM01
HM01.00
HM01.01
HM01.02
HM.01.03
HM.02
HM03
LI (] S
DP 00
Naskah-naskah yang berkistan dengan dokumentasi kegiatan uniuk mendukung kegatan p
MAUPUn pemearksaan
Misalnya:
a. Kliping:
b, Folo,
o Video, dan
d. Pamecan,
DP.O 01, |Kepustakaan
Naskah-naskah yang berkatan dengan kegiatan, ker) dan kooedinasi kepustakasn
Misalnya:
Buku Referens!
DPo2 02. |Pengadaan dan pengolahan Bahan Pustaca
Naskah-naskah yang borkatan dengan kegiatan pengadaan dan pengolahan bahan pustaka
DP 0200 02.00 | Pencetakan Al Quran, CD, Magalah dan Buku-duky Brailie
Naskah naskan yang berkaitan dengan kegiatan pencetakan Al Curan, CD, Majaian dan Buku-buku
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Naskah-nasksh yang berkaitan dengan audit operasional yang meliputi surat perugasan, surat
pemberitahiuan, sampal cangan pelaporan

|Psor ot

PS.01.02
Naskah-naskah yang berkaitan dengan sudit tujusn tenentu yang melipull surst penugasan, surat

pemberitshusn, sampal dengan pelaporan
Misalnya:
- Aucit tindak lanyut atas Pengaduan masyarakat

P5.01.03 01.03 |Auckt Kearapan
[Naskah-rasksh yang berkailan dengsn pengawasan b pan sural peoug | surst
H

02 |Reviu

Msanya
a. Evaluasi hasil Laporan Akuntabitas Kinena Instans: Pemenntan (LAKIF);
b Evakias kegalan peryaiuran bantuan sosial dan

T |Uaporan Hasd Kekayaan Penyeienggaraan Negars (LHKPN) Gan Laporan Harta Kexaysan ASarsier Sipl
Naskah.naskah yang berkatan dengan LHKPN dan LHKASN

Analss dan Pemsmauan

Nasiah-naskah yang deriaitan dengan penghimpunan, analisis, dan penyiapan bahan laporan
a |
Pamantauan dan Tindak Laryut Hasi Pemenksaan
Naskah-naskah yang bedatan dengan penyiapan baban pemantacan tndak langl dan penyajimn
oran hasil
PS0702 07 02 |Pengawasan Tujuan Tenenty (Data Cefa)

Naskah-nasksh yang berkaitan dengan petaksanaan invesigasi dan pangawasan uniuk tujuan

atas Mansen

PS.07.01 T
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PS5.08 08 [internal Audit Capabiity Made! (IACM)
Naskah-naskah yang bedatan dengan kinena pengawasan Inspekiocat Jendersl Kementsnan Sosisl

D500 08 |Telsaban Sejswal
MNaskah-naskah yang berkastan dengan kinora pengawasan yang di telaah oloh inspektoral kementenan
|lain

PS 10 10 |Sstem Pengendalian Interm Pemanntah (SPP)
Naskah-naskah yang beckatan dengan Implamentas: SPIP teemasuk hasil paniiaian satker menuju
WEK/WEBM

1"

peg: bak di dalam negeri maupun di liar negeri,

b. MMJM‘IWU dan

{0L0C0.D1 00.0% Nmmm
Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses penyusunan angoarsn kegiatan pendidikan dan
pelatihan yang sasarannya odalah bukan pegawa tetap bak di calam negen maupun d ar

a Araksa kebutuhan Diklat,

b. Rencana dikiat short cowrse: dan
c. Pelaksanaan kediatan
{0L.00.02 00.02 | Masyarakat
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan anggaran keglatan pandidivan dan pelat han
yang sasarannys adslah masyarakat.

Misainya

8 Aralsa kebutuban Diklat Pendamping Soalal, sepers BLPS, KUBE. PKM),

b. Penyusunan Rincian Anggeran Biava Diklat Pendampingan Sosial (BLPS KUBE, PKH). dan
|c. Pelaksansan kodikiatan

DLO1 [
[oLor oo 01.00 | Program Diploma

Naskah-naskoh yang berkatan dengan kegiatan pendidikan dipl muloe dan p
pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi pendidian program Diploma

o010

{oLoe

oL os o1 03 (&awwr-)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan keglatan kursus singkat (Short course) balk gelar maupun

berekala nasonal maupun intemasional

02.00 | Diviat Manajernen

Naskah-nasiah yang berkaitan dengan pelasksansan pendidikan dan pelatihan mansjenal yang
sasarannya adalah Pegawal Negeri Spil

Misalnya:

a. Diklat Prajabatan (Golongan Il dan 1l),

b Diklatpimn (IV, 1L 11, 1) dan

c. LEMHANAS.

[oCoz 01 02.01 |Divat Toknis

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyslenggaraan pendidikan dan pelathan untuk mencapas
persyaratan kompetens yang dpenukan untuk melaksanakan tugas PNS

Msalyas

& Dwiat TOT, MOT, TOC: dan

| Ditat Kassos.
DL.02.02 02 02 | Fungeional
Naskat-naskah yang barkailan dengan pandudikan dan pelabhan urtuk mencapa pesyastan
kompelensi yang sesusl dengan ame dan jenang [abalan fungsiond!

Mesakys
a Dikist Calon Fungsionat

oL 02. |Pendidixan dan Pelatihan Aparatur
I MNaskat-nasksh yang beckalan dengan penypslenggarssn perdidikan dan pelstitan sparstur pemesintah
DL.O2.00
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DpLo3
Naskah.naskah yang beckaitan dengan penddikan dan pelathan yang sasarannya acalah masyarakat
DLO3.00
Nashah-naskah yang berkadan dengan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan mansjerial yang
DLO3 01
pendidikan dan pelatihan untuk mencapal
peteyaratan kompetensl yang diperiukan uniuk melaksanakan tugas yang sasaranima adaish
DI04
DIL0S
Naskah-naskah yang berkitan dangan segatan onertasi CPNS sepert didal dasar-dasar kearsipan,
tekalen CPNS, dan progeam magang CPNS di unit keqa
DL 08 05 |Semfikasl

Naskah-naskah yang berkatan dangan kegatan dan awal seleks: admin sampal pembentukan panita

12 LT P
LT.00

LTo1

LT.02

LT03

LT D4

13 |m

D100
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D101 01, |[Pengoishan Dats
Naskah-naskan yang berkaan dengan pengumpeulan dan pengolahan basis data, panyiapan bahan,
dan koreksi serta koordinosi data
D102 02. |Informas
Naskah-naskah yang berkatan dangan pela peng . dan kena sama & biang informass
[Dio3 03, |Si
D1.03.00
D1.03.01
D1.03.02
DI04 o4,
D105 . |Rencana Strategis’ Master Plan Pernbangunan Sistem leformasi (SIM)
Naskah-naskah yang berkatan tentang Rencana Strategis/ Masier Plan Pembangunan Sistem Informasi
M)
DI 08 08 [Rencana Pengembangan
Naskah-naskah yang berkatan tentang Rencana Pengembanpan
DIo7 07, |Rancang bangun ststem/! Design sistem Informasi dan komunkas:
Naskah-naskah yang berkatan jentang Rancang bangun sistem’ Design 9:siem Informas: dan komunikast
D1.08
DI1.08 00
DI 080
D1.08.02
DI 0§
DI
DL
D112
[SIRE)
D112 )
Naskah-naskah yang berkatan dengan perekaman dan pesmustakinan data
Misalnya:
Formulir lsan
DI15
Naskah-naskah yang berkatan tentang Migms! Siatem Aplias dan Data
Misainya:
8. Parencanasn Migras:
b Polaksanaan Migrasi
c. Berita Acara Keglatan Migrasi
d. Daftar sistom aplkasl dan data yang dimgrast
Ig Laporan hasi Migras:
D18 18. [Pemeliharaan sistem Informas)
Naskah-naskah yang berkakan fentang Pemaiharsan sistem imformas|
DI 17 17, |Evaluasi sistem dan media
Naskah-naskan yang berkatan lentang Evaluas! sistem dan meda
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Naskah - naskah yang berkatan dengan Advekas sosial dengan kegatan pemanuhan hak- hak bagl

e |wmnm-m manfaat (P4)
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PEO4 04 [Forum KomurskasKonsultas:
Naskah-naskah yang berkailan cergan Kagiatan Forum Komunikes! gan Kosuflast
Misainya:

& Forum Xomuniast Karang Tarnna Indonesia

: Naskah-naskah yang berkanan dergan Proses Pemberian Panghargsan Tande Jssa Plagam  Gelar
Kepahiawanan dan Perickis Kemerdekaan

PB.06 06 |Kepahiawanan, Kepernintisan, Kesobakawanan Sosial dan Restorass Saosal

PE 0600 16,00 [ Kepahlawanan
M kah yang fan dengan Prees penertuan Pahlawan dan Polestaran niannilos
kepanl , Maupun organisasy
Misainya.
nmmmmm
Pahiswan Nasiona! Indonesia (IKPNI).
PB.06.01 060 Kepumnn

nupmmm dan

nm Jusul Kanmerdehasn
PB.06.02 06.02 mmw
Nascah-naskah yang berkatan dangan pelaksanaan kegiatan panngatan Han Kesetakawanan
] 205 NSSonNa (FRS)
PBO603 06 03 | Restoram Sosul
Mwmmmwmmmmmmmmmm
[ degradast nilsl ola luhur etdrikeon bed capa kondisi Kes
PB.06 04 06,04 Mmm
Nagah-naeksh yang Derkallan dengan proaes pengurusan makam dan teman makam pahiawan.
Misainya
@ Lon Ziasah Ko Taman Makam Pabilawan
b Data faman Makam Pablawan
Iﬁﬁ 07 |Pusat Somal
PB.07.00 Teknik Penyuluhan sosial
PBOT O 07 01 [Pelaksanaan panyuluhan sosial

o702 mrmdmum
yang gan dengan Bmaxngan fokns dan suponvs! dalam bidang

Pemantauan evaluas: dan laporan

Nascahnaskah yang berkaftan dengan proses kegialan pelayaran dalam balal besar'balaifcka

Mzainya.
Reknitmen calon panesima manfaat can awal sampal torminasi
RH.00.01 00.01 [Lua Balai Besar/BalaiLoka

yang bersitat perorangan maupun kelomp

Misairya:

n Kegintan Unil Peiayanan Sosial Keliling (UPSK);

b. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sostal Ansk Bechadapan Dengan Hukum (LPKS-
ABH),
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TUAN SOSIAL

Pemberian Bantuan

00.00 |Organisasi Non Pemerintah

Naysicahy naskan yang berkaitan dengan proses pelak 1 pembarian dan pel 1 banbusn
kopada yayasan, LSM. organisas sosial dan dunia usaha

[Bs00.02

0001 |[Masyarakat
Wmmw peoses pelaksanaan pemberian banluan kepada
masyarakal batk ) pan p gan

Misalnya:

a. Bartuan kepada korban bencana afam

b. Bantuon kepada korban bencana sosial

c. Bantuan Kepada Fakic Miskin

d_Bartuan kepada korban tndak kekerasan
“ wummmnmn

0002 Ponmmmm
mmmmmmmkwmmmm
yang akan denukimkan baik p r1gas P y ths Polay
Koseyahteraan Sosal (PPKS) dan lainmya
Misalrrya:

@, Karban bencana yang akan dimukimkan

b Warga Mskon melaiui basis data terpacy (BOT)

c Pelintas Batas yang akan & mukimkan
d. Penantuan Lokasl permukiman

& Rencana Pemulurman

. Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

g Hunian Sementars (HUNTARA)

h_Bantyan Bahan Bangunan Rumah (BBR)

|'§goa
B85.01.00

o1 [P

01.00 |Dafam Neger
Naskah-naskah yang berkaltan dengan proses pengelolsan bantuan, bak dasi pemerintah,
ot sasial masup yarakat yang berasal dart dunia usaha

BS.01.01

.01.02

01.01 |Luar Negen
Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pengelolaan Barfusn dan luae negen

Misairya:

a Bartuan kepada Korban Bencana Alam
b. Bartuan kepada Korban Bencana Soslal
© Bantuan kepada fakic misiin

d. Bantuan kepada korban tindak kekerasan
& Bartuan -

01 02 |Bantuan Hibah langsung Datam Negen
Naskah.naskah yang berkaitan dengan proses permintaan, pamberian bantian hibah langsung
dalam nagen
Misalrmya:

a Bantusn dalam Bentuk Uang
b Bantuan dalam bentuk bars

”

g.l:

Acops
Naskah-naskah yang barkadan dengan proses penpangkatan anak, back oleh warga negar Inconesia
MABUPUN WEIYE NeQara aeing

P01

oL

Pengasuhan

Naskah-naskah yang Derkailan dengan proses pengasuhen anak bak ofeh wargs negars Indonesia
MaupUN warga negorn asing
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Naskah naskah yang berkailan dengan proses pelaksanaan pembstian 2in pengumpulan uang dan
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BAB IV
JADWAL RETENSI ARSIP

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, definisi retensi Arsip
adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis
Arsip. Untuk mendukung dalam penentuan retensi Arsip maka perlu disusun
Jadwal Retensi Arsip (JRA). JRA adalah daftar yang berisi sekurang kurangnya
jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis Arsip, dan keterangan yang
berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis Arsip dimusnahkan, dinilai
kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman
penyusutan dan penyelamatan Arsip berdasrkan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2009.

JRA dapat membantu organisasi baik sektor publik maupun private dalam
Penyusutan Arsip yang diciptakan. Dengan berpedoman dengan JRA dalam
Penyusutan Arsip, organisasi dapat menentukan berapa lama Arsip akan
disimpan, jadwal pemindahan Arsip Inaktif menjadi inaktif, jadwal pemindahan
Arsip Inaktif menjadi Arsip Statis dan hasil penilaian rsip dimusnahkan atau di
permanenkan.

Lampiran JRA telah mendapatkan persetujuan dari Kepala ANRI Nomor: B-
PK.02.09/12/2021 perihal Persetujuan Revisi JRA Kementerian Sosial
Republik Indonesia.

A. Unsur-Unsur Dalam JRA
Berdasarkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 22 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan JRA, JRA memuat
sekurang-kurangnya 3 unsur yaitu:
1. Jenis Arsip
Arsip yang tercipta dan dikelompokkan berdasarkan unit yang
mempunyai hubungan, kesamaan subyek atau masalah, fungsi, dan
hasil dari kegiatan yang sama atau saling berhubungan satu dengan
yang lain, Dalam kolom jenis Arsip terdapat series, sub series, file dan
item yang merupakan satu kesatuan.
Series adalah sekelompok Berkas yang memiliki fungsi yang sama
dari rekaman kegiatan sejak awal sampai akhir. Bagian dari Series
adalah sub-series. Sub-series adalah himpunan Arsip/Berkas yang
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merupakan bagian dari series Arsip yang disatukan baik atas dasar
klasifikasi fisik seperti jenis dan bentuk Arsip maupun atas dasar
substansi informasinya seperti pokok masalah atau dasar sistem
pengaturan berkasnya. Bagian dari sub-series adalah File. File adalah
Berkas yang menjabarkan kegiatan dari suatu fungsi disusun secara
logis, dan sistematis berdasarkan sistem tertentu yang tercipta sejak
awal sampai akhir. Bagian dari File adalah item. Item adalah jenis Arsip
yang menggambarkan transaksi dari suatu kegiatan.
2. Jangka Waktu Arsip Disimpan
Jangka waktu Arsip disimpan adalah akumulasi dari retensi Arsip
Aktif dan Arsip Inaktif. Satuan jangka waktu simpan dapat berupa
angka tahun atau dengan kalimat. Misal jangka waktu berupa angka
menggunakan 1 (satu) tahun, 2 (dua) tahun dan seterusnya. Sedangkan
satuan jangka waktu simpan dengan kalimat misalnya sampai haknya
habis, sebelum peraturan yang baru terbit, 2 (dua) tahun sesudah
pemeriksaan (audit) dan lain sebagainya. Penentuan retensi Arsip
berdasarkan isi Arsip dan hubungannya dengan Arsip yang lain.
Penentuan retensi dimulai setelah kegiatan dinyatakan selesai atau
Berkas sudah dinyatakan lengkap dan tidak berubah lagi atau Closed
file. Closed File ditentukan apabila memenuhi pernyataan berikut ini:
a. sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran:
b. setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan;
c. sejak penetapan keputusan yang terbaru atau sejak keputusan
lama dinyatakan tidak berlaku;
d. sejak peraturan perundang-undangan diundangkan;
setelah perjanjian, kontrak, kerjasama berakhir dan kewajiban para
pihak telah ditunaikan:
sejak hak dan kewajiban para pihak berakhir;
sejak selesainya pertanggung jawaban suatu penugasan;
setelah kasus/perkara mempunyai kekuatan hukum tetap;
setelah kegiatan dipertanggung jawabkan/diaudit;
setelah serah terima proyek dan retensi pemeliharaannya berakhir;
setelah suatu perijinan masa berlakunya berakhir;
setelah hasil sensus dipublikasikan;
. setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan:
setelah data diperbaharui (update); dan
setelah sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan (update).

g
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—
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Berkas yang sudah Closed file maka selanjutnya adalah penentuan
retensi Arsip. Penentuan retensi Arsip dilakukan berdasarkan
pertimbangan nilai guna Arsip.

3. Masa Simpan

Berdasarkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Pedoman Retensi
Arsip, penentuan retensi Arsip dilakukan dengan pertimbangan nilai
guna administrasi; nilai guna hukum, ilmiah, dan teknologi; atau nilai
pertanggungjawaban keuangan, catatan keuangan, bukti pembukuan,
dan data pendukung administrasi keuangan yang merupakan bagian
dari bukti pembukuan.

4. Keterangan

Keterangan diisi dengan penetapan rekomendasi akhir atas Arsip
apabila sudah melewati masa retensinya. Rekomendasi tersebut terdiri
atas musnah atau permanen. Keterangan musnah apabila Arsip sudah
tidak memiliki nilai guna, tidak ada peraturan undang-undang yang
melarang dan tidak berkaitan dengan penyelesaian kasus hukum.
Keterangan permanen apabila Arsip memiliki nilai guna sekunder dan
wajib diserahkan ke Lembaga Kearsipan. Keterangan dinilai kembali
apabila Arsip masih perlu dipertimbangkan.

B. Nilai Guna Arsip

Dalam penentuan retensi Arsip mempertimbangkan nilai guna Arsip.
Nilai guna Arsip adalah nilai Arsip yang didasarkan pada kegunaannya bagi
kepentingan pengguna Arsip. Nilai guna Arsip ditinjau dari kepentingan
penggunanya dibedakan menjadi 2 yaitu nilai guna primer dan nilai guna
sekunder. Nilai guna primer adalah nilai Arsip yang didasarkan pada
kegunaan Arsip bagi kepentingan Pencipta Arsip itu sendiri.

Nilai guna primer meliputi nilai guna administrasi, nilai guna hukum,
nilai guna keuangan dan nilai guna ilmiah dan teknologi. Sedangkan nilai
guna sekunder adalah nilai Arsip yang didasarkan pada kegunaan Arsip
bagi kepentingan umum diluar kepentingan Pencipta Arsip. Nilai guna
sekunder kegunaannya sebagai bahan bukti pertanggungjawaban nasional
dan memori kolektif bangsa. Penilaian Arsip yang memiliki nilai sekunder
diatur dalam Peraturan Kepala Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
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Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kriteria dan Jenis Arsip
Yang Memiliki Nilai Guna Sekunder.

Tabel XIX
JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF
KEMENTERIAN SOSIAL
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Tahur rabun Musnah
Tahun fakun Musnah
2 Tahum A Takun Musnah
2 Tahun 3 Tabun Musisah
2 Tahan 3 Yahun Musnah
Musnan kecual jazah
2 Tohun 3 Tabun X barkas P
Musnahy kecuad fazah
2 Tahur 3 Tatun X berks P
3 |Program Pascs Sarjana
2 Tohin 3 Tohun Musnan, kecual fazoh
sk berkins Pecsscrangsn|
4 |Kursus singkat (Snort course) Musnan, kecuall
2 Tature 3 Tabun Sennat'STTPL mask
berxas Perseorangan
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1 m
. |Dilet Prajabatan (Golongan 1 can 1) AMusnah, Kecual seifkay/
2 Tahun 3 Tarun ETTPL masuk harkas
0. [Didatpim (IV, W0 1L 1) dan Ahaaneh, Kucumd sedilfal
2 Tatun 3 Tarun STTPL minuk berkas
[ [LEMHANAS. Masnah, Kecual serifkall
2 Tohun 3 Tatun STTPL masuk berkas
2 |Daat Tekns
a [Dadat TOT, MOT, TOC; don Musnah, Kecuss serificat |
2 Tahun 3 Tatun STTPL Mmank berkas
b | Dk Kersos Musnan, Kecush serifrat |
2 Tahun 3 Tatun STTPL Mmask herkas
L, ngen
3 |F
o |Ohimt Fungsional Musnan, Kecush serificst |
2 Tahn 3 Tatun STTPL Mmasuk berkas
. |Diist Serttiss: bag f ungmonat. den Musnan, Keouas serificat ¢
2 Tahun 3 Tarun STTPL Mmank borkas
Jonssrangen
<. |Didat Pergenjangan bagl Fungsiona. Musnan, Kocush semficat /
2 Tahun 3 Tatun STTPL Mmseuk berkas
e
2 2 Tatun 3 Tatun Musnat
b. [Diklat Manaemen Pambangunan Kesos. dan 2 Tatun 3 Tatun AMusnah
© |Okdat Manayemen Kesce bagt LKSA 2 Tahun 3 Tarun Ausnan
2 |Diat Teknn AMsran, Kecush sedificat /
2 Tahun 3 Tatun STTPL masuk berkas
pelsocrangan
Museatt hecusd sertfihg
3 Tatun
PEREnen
1 Teron Mysnan
Musnsh kecual hast ujian
Rompetent) dan caflar
R
shredias
Musnah. kecual sertficat
ST parmanen
Tarun Permansn
farun Ponranen
atun Permanen
Parmensn
ohun Permanen
3 Tatun Muznar
3 Tarun Musnah
3 Tatun Misnan
3 Tatun Musnah
3 Tarun Musnah
3 Tatun Musnah
2 Tarun Musnan
3 Tatun Musnan
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§
Musnsh
Musrah
Musnah
Fabin Musnah
sha Mugrah
~ shur Musnah
K_|Anaisis data Tobur Tabn Mugnan
Duta base Tebur ] Misnsh
M [imp as] siiem rormast Tahur shan Musnah
N [Dokumentas imp ]
1 |Sslem iformasi
"2 Tomtem A- 2 Tebun 3 Tetun Musnah
3 [irfraatnictur dan sarana TK
o F man dan Pemutakhian
|1 |Formuir lsian
- 2 | Dafsr Petug re 2 Tebwn 3 Tabwn Musnan
_ 4 |Laporan hasd Perckaman den pemukianiran dota
P [Mygras Sistern Apibasl dan Da
Porerconaan Mgrasi
2 | Pelatsansan Tatun Tatun Permanan
"3 [Barita Acara . 2
4 |Dafar sstem ackkasi den data yang dimgras
S |Laporan hust Migrasi
Q sisten informas 2 Tshun 3 Tatun Musnah
R Evalues sstem gan meda 2 Tetwn 3 Taten Musnah
s man Hasting
7] had ek 2 Tatwn 3Taken Musnah
3 liaporan polsinanaan hostng
X _[Data 2 Taun 3 Tokren Musnah
Y Oata
Data
A Vi 2 Tetun 3 Tabun Musnah
3 Flrowall
Tabel XX
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JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF

2 Tahun 3 Tahun Musnah
2 Tahun 3 Tahun Musnah
2 Tahun 3 Tatun Musnah
2 Tahun 3 Tahun Musnah
I |Bimbinan Teknis Tenags Kessjaleraan
Sosial
| |Bimbingan Teknes TIM Layanan Dukungan
k. [Bimbingan Teknis Keluarga Penerima
Manfast Graduasi PKH
_*Mmemm;mm
S_|Bimbingan Pemantapan 2 Tehun 3 Tahun Musnah
6 _|Bimbingan Lanjut 2 Tahun 3 Tahun Musnah
7_|Bimbingan vokasional 2 Tahun 3 Tahun Musnah
B |Advokasi Sosial 2 Tahun 3 Tahun Musnah
c |
1 I Sosial
a |Tehnik Penyulunhan sosial
b. |Pelaksanaan penyuiuhan Sosial 2 Tahun 3 Tahun Musnah
<. [Bimbingan Teknis dan Supeevisi
¢ |Pemantavan evaiuast dan laporan
2__|Penyuluhan Hukum 2 Tahun 3 Tahun Musnah
e — L
__D_M 2 Tahun 3 Tahun Musnah
E [Forum Komunikasi'Konsultas:
isalnya;
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1 ;

~ Forum Komunikasl Kara Tamn_a Indonesia
;‘;wm“‘"" v aollion. oldenn, i 2 Tahun 3 Tahun Musnah

- Forum Lmbaga Konsultasi Kesezahteraan
- Forum Kemahasiswaan

- Forum Siaga Bencana

F |Penghargaan 2 Tahun 3 Tahun Musnah
G |Kepahiawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan
Sosial dan Restoras| Sosial

1 hlawanan
a. |Berkas pengusulan pahlawan nasional, dan

IDA Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional
Indonesia (IKPNI).
2 n
Data Penntis Kemerdekaan; dan 1 Tahun 2 Tahun Permanen
b |Berkas Pengusulan Perintis Kemerdekaan,
3 |Kesetiakawanan Sosial 2 Tahun 3 Tahun Permanen
4 [Restorasi Sosial 2 Tahun 3 Tahun Musnah

5 |Makam Pahlawan
a |lzin Ziarah ke Taman Makam Pahlawan 2 Tahun 3 Tahun Musnah

Ib. lom Taman Makam Pahlawan 1 Tahun seteah

diperbaharui
H [Pusat Penyuluhan Sosial
1| Teknik Penyuluhan sosial 2 Tahun 3 Tahun Musnah
2 |Pelaksanaan penyuluhan sosial 2 Tahun 3 Tahun Musnah
3 |Bimbingan Teknis dan supervisi 2 Tahun 3 Tahun Musnah
4 |Pemantauan evaluasi dan laporan 2 Tahun 3 Tahun Musnah

2 Tahun 3 Tahun Permanen

3 Tahun Musnah

I |REHABILITASI SOSIAL

AlPelayannn

'IDalamBaﬁmmm 2 Tahun setetah
Terminasi

10 Tahun Musnah

2 |Luar Balai Besar/BalailLoka

a. |Kegiatan Unit Petayanan Sosial Kelfing
(UPSK):

b. |Lembaga Penyelenggaraan Kessjahteraan
Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum
(LPKS- ABH), 2 Tahun seleiah
Workshop: Terminasi
Penjangkauan (Outreaching),
Social Care;

Program Kesejahteraan Sosial,

Family Suport ; dan
. |Terapi Sosial,

B |Penyalu

‘ _L*Pinggyun 2 Tahun 5 Tahun Musnah
2 _|Pengembakan 2 Tahun 5 Tahun Musnah

10 Tahun Musnah

zhe[=[ala]e

il |BANTUAN SOSIAL
A |Pemberian Bantuan
1 |Organisasi Non Pemerintah 2 Tahun seteiah

kerjasama selesal

5 Tahun Musnah

2 |Masyarakat

a_|Bantuan kepada korban bencana alam

b. |Bantuan kepada korban bencana sosial

c. |Bantuan Kepada Fakir Miskin

d. |Bantuan kepacda korban tindak kekerasan

@ |Bantuan kepada korban perdagangan orang

f, |Bantuan kepada korban disabiltas

2 Tahun 5 Tahun Musnah
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‘NO. 'URAIAN 1 JENIS ARSIP
1 ) ) 2

3 |Permukiman

a. |Korban bencana yang akan dimukimkan

b. |Warga Miskin melalul bas's data terpadu

(BDT)

| c. |Pelintas Batas aken di mukimkan

d. |Penentuan Lokasi permukiman

e |Rencana Pemukiman

1. |[Rumah Ticak Layak Huni (RTLH)
Hunkan Sementara (HUNTARA)
Bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR)

B |Pe Bantuan _ —_
|_1 |Dalam 2 Tahun 5 Tahun Musnah
2 |Luar Negeri

2 Tahun 5 Tahun Musnah

. 2 Tahun 5 Tahun Musnah
¢, |Bantuan kepada korban tindak kekerasan
d_|Bantuan kepada pekera Migran
3 |Bantuan Hibah langsung Dalam Negeri
a_|Bantuan dalam Bentuk Uang 2 Tahun 5 Tahun Musnah
b |Bantuan dalam bentuk barang
IV |PERIZINAN
A |Adopsi 2 Tahun satelah
mendapat keputusan
dari Pngadilan yang 5 Tahun Permanen
memiliki kekuatan
hukum tetap
B |Pengasuhan
2 Tahun setelah proses
pengasuhan selesa 5 Tahun Permanen
C |Yayasan 2 Tahun 5 Tahun Permanen
D Banluan Sosial
1__|Undian 2 Tahun 5 Tahun Musnah
2 |Promosi 2 Tahun 5 Tahun Musnah
3 |Pengumpulan Uang dan Barang 2 Tahun 3 Tahun Musnah
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BABV
SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

Petunjuk Pelaksanaan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip
Dinamis di Lingkungan Kementerian Sosial dilaksanakan dengan menerapkan
asas gabungan yaitu sentralisasi dalam penetapan kebijakan dan
desentralisasi dalam pelaksanaan di lapangan. Sistem Klasifikasi Keamanan
dan Akses Arsip Dinamis disusun sebagai dasar untuk melindungi hak dan
Pencipta Arsip dan publik terhadap Akses Arsip. Penetapan kebijakan dalam
petunjuk pelaksanaan Sistem Klasifikasi dan Akses Arsip Dinamis di
Lingkungan Kementerian Sosial meliputi penyusunan dan penerapan pedoman
serta standard operating procedure atau prosedur tetap, sumber daya manusia,

serta sarana, dan prasarana.

A. Klasifikasi Keamanan Arsip
Arsip Dinamis merupakan rekaman informasi yang disimpan untuk
digunakan. Kerahasiaan/ketertutupan dan keterbukaan Arsip berkaitan
dengan hak dan kewenangan seseorang, lembaga, atau organisasi untuk
memperoleh informasi. Bersamaan dengan itu, kerahasiaan/ketertutupan
dan keterbukaan Arsip menyangkut kewajiban suatu pihak untuk
merahasiakan informasi tertentu kepada akses Arsip Dinamis. Berdasarkan
ketentuan umum yang telah dibahas, Arsip Dinamis Kementerian Sosial
terbagi menjadi beberapa kategori yaitu:
1. Biasa/Terbuka
Arsip Dinamis Kementerian Sosial yang termasuk ke dalam kategori
arsip biasa/terbuka. Arsip biasa/terbuka merupakan Arsip yang tidak
memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja di lingkungan
Kementerian Sosial.
2. Terbatas
Arsip Dinamis Kementerian Sosial yang termasuk ke dalam kategori
Arsip Terbatas merupakan arsip yang dari segi bobot informasinya
memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja unit teknis maupun
unit penunjang di lingkungan Kementerian Sosial. Adapun Arsip
Terbatas yaitu:
a. Arsip Dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi bagian
kepegawaian seperti: personal file, hasil pertimbangan badan
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pertimbangan jabatan dan pangkat, dp3, skp, dan rekam medis
pegawai.

b. Arsip Dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi bagian
perlengkapan seperti: dokumen instalasi air bersih, dan dokumen
instalasi kabel dokumen denah ruang bangun kementerian sosial.

c. Arsip Dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi inspektorat
seperti: laporan hasil pemeriksaan auditor internal dan eksternal,
serta laporan hasil pemeriksaan auditor independen.

d. Arsip Dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi bagian
keuangan seperti: daftar gaji karyawan dan Berkas pengelolaan
anggaran di setiap unit kerja.

e. Arsip Dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi bagian arsip
seperti daftar Arsip Vital dan daftar Arsip Terjaga.

3. Rahasia
Arsip Dinamis yang tergolong ke dalam kategori rahasia
mengandung dampak yang luas hingga mengganggu kinerja

Kementerian Sosial seperti:

a. Arsip Dinamis yang tercipta dari hukum dan kepegawaian seperti:
kasus/sengketa hukum dan hak kekayaan intelektual.

b. Arsip Dinamis yang tercipta dari biro umum seperti; sertifikat tanah,
rancang bangun instalsi telepon, instalasi listrik, daftar Arsip Vital,
dan lain-lain.

B. Pengamanan Fisik dan Informasi Arsip
1. Pengamanan Ruang Simpan Arsip
Pengamanan ruang simpan secara keseluruhan mencakup fasilitas
pengamanan seperti pemasangan kamera pengawas (cctv}, kunci
pengamanan ruangan, dan media simpan arsip (arsip kategori umum
disimpan pada rak besi, arsip kategori terbatas di simpan pada Filing
Cabinet, dan arsip kategori rahasia di simpan pada almari besi).
2. Penentuan Pengelola Arsip
Pengelola arsip yang dimaksud meliputi Pejabat Fungsional
Arsiparis di Bagian Arsip dan Penata Arsip di central file Kementerian
Sosial. Arsiparis sebagai pengelola Arsip Inaktif sangat berperan dalam
pengamanan arsip di record center sehingga penetapan hak Akses Arsip
dapat berjalan optimal. Pengaman Arsip dilakukan untuk memberikan
perlindungan fisik dan informasi arsip berdasarkan klasifikasi
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keamanannya. Arsiparis dan atau pengelola Arsip Inaktif mempunyai
wewenang dan tanggung jawab mengelola arsip di central file.

3. Daftar Arsip Terbatas dan Daftar Arsip Rahasia
Penciptaan daftar Arsip Terbatas dan daftar Arsip Rahasia termasuk
ke dalam pengamanan informasi arsip. Tujuannya sebagai acuan
pembatasan akses yang digunakan oleh penyedia informasi yang berada
di record centre dan central file.

Tabel XX1
Klasifikasi Keamanan Arsip
NO. e i ARSIP ELEKTRONIK
KLASIFIKASI KONVENSIONAL
1. | Biasa/Umum/ Tidak ada | 1. Tidak ada persyaratan
Terbuka persyaratan penyimpanan khusus.
penyimpanan 2. back up secara teratur
khusus. untuk menjamin

ketersediaan dan
integritas informasi.

2. | Terbatas Lokasi aman (misal: |Semua media dibawah
kantor terkunci, dan | kontrol akses login
ruang  file  yang|dan/atau fisik dalam zona

terkunci). terlindung (misal akses
legal kelompok).

3. | Rahasia 1. Lokasi aman | Semua media dibawah
dengan akses yang | kontrol akses login
terbatas dan/atau fisik dalam zona

2. Penerapan rahasia misal: akses legal

kebijakan meja | dan akses yang
kerja harus bersih | diotentifikasi

C. Penggolongan Hak Akses Arsip Dinamis
Berdasarkan Peraturan Kepala ANRI 11 tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis terdiri dari 2
(dua) golongan hak Akses Arsip yaitu Pengguna Internal dan Pengguna
Eksternal.
1. Pengguna Internal Kementerian Sosial terdiri atas:
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a. Penentu kebijakan yang mempunyai kewenangan untuk mengakses
seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya, dengan
ketentuan sebagai berikut:

1) pimpinan tingkat tertinggi yaitu Menteri Sosial Republik
Indonesia mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh
arsip yang berada dibawah kewenangannya.

2) pimpinan tingkat tinggi (Eselon I) yang mempunyai kewenangan
untuk mengakses arsip dibawah kewenangannya namun tidak
diberikan hak akses untuk informasi yang terdapat pada
pimpinan level tertinggi dan yang satu level dengan unit di luar
unit kerjanya, kecuali mendapatkan izin.

3) pimpinan unit eselon 1I/UPT/Balai atau satu tingkat dibawah
yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip di
bawah kewenangannya, namun tidak diberikan hak akses untuk
informasi yang terdapat pada pimpinan level tertinggi, pimpinan
level tinggi, dan yang satu level di luar unit kerjanya kecuali
telah mendapatkan izin.

b. Pelaksana kebijakan yaitu pejabat eselon IV, Arsiparis, dan pegawai
yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang
berada di bawah kewenangannya dengan tingkat klasifikasi biasa,
tetapi tidak diberikan hak akses untuk arsip dengan tingkat
klasifikasi terbatas, rahasia, yang terdapat pada pimpinan tingkat
tertinggi, pimpinan tingkat tinggi, Pimpinan Unit Eselon
II/UPT/Balai atau satu tingkat dibawah, dan yang satu tingkat di
atas unit kerjanya kecuali telah mendapatkan izin.

c. Pengawas Internal mempunyai kewenangan untuk mengakses
seluruh arsip pada Pencipta Arsip dalam rangka melaksanakan
fungsi pengawasan internal sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.

2. Pengguna Eksternal Kementerian Sosial terdiri atas:

a, publik mempunyai hak untuk mengakses seluruh arsip dengan
kategori biasa/terbuka.

b. pengawas eksternal mempunyai hak untuk mengakses seluruh
arsip pada Pencipta Arsip dalam rangka melaksanakan fungsi
pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan seperti pengawasan yang dilakukan oleh Badan
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Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP).

c. aparat penegak hukum mempunyai hak untuk mengakses arsip
pada Pencipta Arsip yang terkait dengan perkara atau proses
hukum yang sedang ditanganinya dalam rangka melaksanakan
fungsi penegakan hukum, contohnya ketika pihak penegak hukum
sedang menangani tindak pidana masalah korupsi.

Tabel XXII
SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
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BAB VI
PENGELOLAAN ARSIP TERJAGA

Arsip Terjaga merupakan Arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan
dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan,
keamanan, dan keselamatannya. Pengelolaan Arsip Terjaga adalah kegiatan
identifikasi, pemberkasan, pelaporan dan penyerahan Arsip Terjaga yang
dilaksanakan oleh Pencipta Arsip.

Pimpinan Pencipta Arsip memiliki tanggungjawab:

1. memelihara, melindungi, dan menyelamatkan arsip yang termasuk dalam
kategori Arsip Terjaga; dan

2. memberkaskan dan melaporkan arsip yang termasuk dalam kategori Arsip

Terjaga kepada Kepala ANRI paling lama 1 (satu) tahun setelah

pelaksanaan kegiatan.

Arsip Terjaga yang terdapat di Lingkungan Kementerian Sosial antara lain:
1. Arsip Perjanjian Internasional, meliputi:
a. Arsip tentang proses penyusunan perjanjian internasional dari lembaga
pemrakarsa.
Contoh: MOU Aids Healthcare Foundation (Rehsos-PDPTD), MOU
American Friends Service Committee (AFSC)
b. Arsip tentang proses konsultasi dan koordinasi di Kementerian Luar
Negeri.
Contoh: MOU on Social Welfare
c. Arsip tentang proses pembuatan perjanjian internasional, mulai draft,
counterdraft dan draft final sampai dengan pengajuan permohonan full
power dari perjanjian internasional.
2. Arsip Masalah-masalah Pemerintahan yang Strategis, meliputi:
a. Arsip tentang kebijakan strategis yang dikeluarkan oleh Presiden selaku
Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan
Contoh: Bansos penanganan covid melalui Cadangan Beras Pemerintah
(CBP), Program Keluarga Harapan (PKH), Taruna Siaga Bencana
(Tagana), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai
(BLT), Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), Kelompok Usaha Bersama
(KUBE), Program Keluarga Harapan (PKH), Pekerja Sosial Masyarakat
(PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan (TKSK), Sistem
Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dan karang taruna.
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b. Arsip tentang kebijakan atau keputusan strategis yang ditetapkan oleh
pimpinan lembaga tinggi Negara,
Contoh: Basis Data Terpadu (BDT), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
(DTKS)

c. Arsip tentang ketersediaan ketahanan dan kerawanan pangan nasional;
Contoh: bantuan sosial berupa cadangan beras (sembako)

d. Arsip tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) khususnya hak
cipta;
Contoh: Aplikasi SIKS-NG, Taruna Siaga Bencana (TAGANA), Kampung
Siaga Bencana

Pengelolaan Arsip Terjaga di Kementerian Sosial dilakukan melalui tahapan
sebagai berikut:

A.

Identifikasi

Identifikasi Arsip Terjaga periu dilaksanakan untuk menentukan Arsip
Dinamis di lingkungan Kementerian Sosial yang masuk dalam kategori
Arsip Terjaga.

Tabel XXI1I
Daftar Identifikasi Arsip Terjaga
No | Jenis Dasar Klasifikasi Unat Penanggung | Ket.
Arsip | Pertimbangan | Keamanan dan | Pengolah Jawab
Akses Arsip
! (2 (3) (i) (5] (6) {7)

Keterangan Petunjuk Pengisian:

Kolom (1) :  diisi dengan nomor urut;

Kolom : diisi dengan judul dan wuraian singkat yang

(2) menggambarkan isi dari jenis arsip;

Kolom : diisi dengan dasar pertimbangan penentuan Arsip

(3) Terjaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan
ataupun kebijakan lain yang ditentukan oleh pimpinan
organisasi/lembaga;

Kolom (4) : diisi dengan keterangan klasifikasi keamanan dan Akses
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Arsip (sangat rahasia, rahasia, terbatas, dan biasa);

Kolom (5) : diisi dengan nama unit kerja yang bertanggung jawab
terhadap, keutuhan, keamanan, dan keselamatan fisik
dan informasi arsip;

Kolom (6) : diisi dengan nama pejabat penanggungjawab pengelola
Arsip Terjaga; dan

Kolom (7) : diisi dengan keterangan atau informasi lain yang
diperlukan, seperti kode klasifikasi ataupun lokasi
simpan.

Identifikasi Arsip Terjaga di lingkungan Kementerian Sosial dilakukan
melalui kegiatan sebagai berikut:
1. Analisis Fungsi Organisasi
Analisis fungsi organisasi dilakukan untuk menentukan unit kerja yang
memiliki potensi menciptakan Arsip Terjaga (berkaitan dengan bidang
perjanjian internasional, dan masalah pemerintahan yang strategis).
2. Pendataan Arsip
Pendataan arsip dilaksanakan dengan:
a. mengelompokkan substansi informasi terhadap unit kerja yang
menciptakan Arsip Terjaga.
b. pengelompokan substansi informasi sebagaimana dimaksud
dalam huruf 1) dilakukan dengan menggunakan formulir

pendataan Arsip Terjaga.
Tabel XX1V
Formulir Pendataan Arsip
Instansi T L LR E [ 7 ) RERRRAR LR
Unit Kerja BT T T PO O Te £2) ccocnanerees
Jenis/ Ser: Arsip R o e ).
Media Simpan I T enaas sl bans 8) Sisashs
Klasifikasi Keamanan dan Akses @ ... ... ... {88) oessveiins
Volume Rl dRTCANsaE e (8) . ciivacin
Kurun Waktu R LT R $7)siiianss
Retens: PRI TS T 8) sisnis
Tingkat Perkembangan P T T S SR (9) sooisvasia:
Kondisi Arsip TR liEsiaEiiaied {10} -coaciaa e
Nama Pendataan [ I AP AR [ b © b PPV AN
Waktu Pendatasn PR RIS (1) cuisinasvas

Keterangan Petunjuk Pengisian:
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Kolom (1) : diisi dengan nama instansi;

Kolom (2) ¢ diisi dengan nama unit kerja;

Kolom (3) : diisi dengan judul atau uraian singkat yang
menerangkan isi dari jenis Arsip;

Kolom (4) ¢ diisi dengan jenis media simpan arsip, seperti
tekstual, kartografi, audio visual, elektronik, dan
digital:

Kolom (5) : diisi dengan tingkat klasifikasi keamanan dan

akses Arsip, yaitu sangat rahasia, rahasia, terbatas,
dan biasa/ terbuka;

Kolom (6) : diisi dengan jumlah Arsip yang tersimpan, seperti
lembar, Berkas, meter lari dan sejenisnya;

Kolom (7) : diisi dengan keterangan masa/ kurun waktu Arsip
tersebut tercipta;

Kolom (8) : diisi dengan status masa simpan Arsip, seperti
permanen atau musnabh;

Kolom (9) . diisi dengan tingkat perkembangan Arsip,
seperti asli, salinan, tembusan, petikan, dan hasil
penggandaan (kopi);

Kolom (10) : diisi dengan keterangan kondisi fisik Arsip, seperti
baik, perlu perbaikan, dan rusak;

Kolom (11) : diisi dengan nama petugas pendata Arsip Terjaga;

Kolom (12) : diisi dengan tanggal waktu pendataan Arsip
Terjaga.

3. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan metode analisis

hukum dan analisis risiko. Analisis risiko dilaksanakan dengan

menafsirkan dampak kerugian yang timbul, antara lain:

a. kerugian materiil; dan

b. kerugian immaterial.

Analisis hukum dilaksanakan melalui kegiatan:

a. melakukan identifikasi peraturan perundang-undangan terkait
dengan bidang perjanjian internasional, dan masalah pemerintahan
yvang strategis;

b. melakukan analisa terkait dengan potensi tuntutan hukum yang
akan timbul dikemudin hari.
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B. Pemberkasan
Pemberkasan dilakukan berdasarkan sistem subjek (kelompok masalah),
kemudian Arsip ditata berdasarkan subjek dengan menggunakan
Klasifikasi Arsip sebagai panduan pengelompokannya.
Prosedur pemberkasan terdiri dari pemeriksaan, penentuan Indeks
(indexing), pengkodean, pemberian tunjuk silang, penyortiran, pelabelan
Berkas, penataan.

C. Pelaporan
Pelaporan Arsip Terjaga Kementerian Sosial dilaksanakan dengan prosedur
sebagai berikut:
1. Menyiapkan daftar Arsip Terjaga;
Menyiapan daftar Arsip Terjaga terdiri dari penyiapan daftar Berkas
Arsip Terjaga dan daftar isi Berkas Arsip Terjaga.

Tabel XXV
Daftar Berkas Arsip Terjaga

No. | Nomor| Unit Uraian Kurun | Jumlah | Keterangan
Berkas | Pengolah | Informasi | Waktu
Berkas

(1 (2 (3) (%) (5) (6) (7)

Keterangan Petunjuk Pengisian:

Kolom (1) : diisi dengan nomor urut;

Kolom (2) : diisi dengan nomor Berkas dari Arsip Terjaga;

Kolom (3) : diisi dengan nama Unit Pengolah yang menciptakan
Arsip Terjaga;

Kolom (4) : diisi dengan uraian informasi dari Berkas Arsip Terjaga

Kolom (5) : diisi dengan masa/kurun Arsip Terjaga yang tercipta;

Kolom (6) : diisi dengan jumlah banyaknya Arsip Terjaga dalam
satuan yang sesuai dengan jenis Arsip Terjaga;

Kolom (7) : diisi dengan keterangan spesifik dari jenis Arsip Terjaga,
seperti tekstual, kartografi, audio visual, elektronik dan
digital.
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TabeL XXVI

Daftar isi Berkas Arsip Terjaga

Nama Unit Pengolah: ....... (§ § EPRE
Nomor | Nomor ltem Uraian Informas:
No. Beticas Krats Berkas Tanggal | Jumlah | Keterangan
2] @3 (4) (5) (6) (7) (8

Keterangan Petunjuk Pengisian:

Kolom (1)

Kolom (2)
Kolom (3)
Kolom (4)
Kolom (5)
Kolom (6)
Kolom (7)

Kolom (8)

: diisi dengan nama unit kerja yang menciptakan Arsip

Terjaga;
: diisi dengan nomor urut;

: diisi dengan nomor Berkas dari Arsip Terjaga;

: diisi dengan nomor item arsip;

. diisi dengan uraian informasi dari Berkas Arsip Terjaga
: diisi dengan tanggal Arsip Terjaga itu tercipta;
: diisi dengan jumlah banyaknya Arsip Terjaga dalam

satuan yang sesuai dengan jenis Arsip Terjaga;

: diisi dengan keterangan spesifik dari jenis Arsip Terjaga,
seperti tekstual, kartografi, audio visual, elektronik dan
digital.

2. Menyiapkan salinan autentik Arsip Terjaga; dan

Pelaporan Arsip Terjaga berupa Daftar Berkas Arsip Terjaga dan Daftar
Isi Berkas Arsip Terjaga yang disampaikan dalam bentuk softcopy dan
hardcopy,

3. Pelaporan Arsip Terjaga kepada ANRL

Pelaporan Arsip Terjaga ke ANRI paling lama 1 tahun setelah
kegiatan dengan cara:

a. secara manual, menyampaikan secara tertulis melalui surat kepada

Kepala ANRI;

b. secara elektronik, melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional
(JIKN) dengan menginput Daftar Berkas Arsip Terjaga, dan Daftar
Isi Berkas Arsip Terjaga.
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D. Penyerahan
Salinan autentik dari naskah asli Arsip Terjaga Kementerian Sosial
dalam bentuk softcopy dan hardcopy diserahkan kepada ANRI paling lama
1 (satu) tahun setelah dilakukan pelaporan. Penyerahan salinan autentik
dari naskah asli Arsip Terjaga Kementerian Sosial kepada ANRI dilengkapi
dengan berita acara penyerahan salinan autentik Arsip Terjaga.

Format Berita Acara Penyerahan Salinan Autentik Arsip Terjaga

BERITA ACARA PENYERAHAN SALINAN AUTENTIK ARSIP TERJAGA

B OO S S R L e e LR S R Sl s g e
Pada har inl.....oeeeo (L TVETTC TN 17 £ tahum....oveenes R
bertempat di...ooiiiieainn , kauni yang bertanda tangan di bawsh ini:
L R (ST e s e D v S S S e B SO VRS
D o S Sy S S R S S s »

Dalam hal in: bertindak untuk dan atas nama .............................. .
yang selanjutnya disebut PTHAK PERTAMA

S A R T2 o0 st sty mima o w'rir e Ms s m e e 0 0 o A MR v o *)
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Arsip Nasional
Republik Indonesia (ANRI), yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan telah melakukan penyerahan arsip terjaga seperti yang
tercantum dalam Daftar Penyerahan Arsip Terjaga terlampir untuk
disimpan di ANRI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

beriaku.
...... (tempat), .... (tanggal)....
PIHAK PERTAMA
- - PIHAK KEDUA
(Menteri Sosial RI) (Menateri ANRI)
td. ttd.
(nama jelas) (mama jelag)

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TRI RISMAHARINI
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